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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BATANGHARI

a. bahwa Rencana Strategis ( Renstra ) Kapupaten
Batanghari tahun 2001 — 2005 merupakan penjabaran
dari Program Pembangunan Daerah Kabupaten
Batanghari tahun 2001 — 2005 yang mengambarkan visi,
misi, tujuan, program dan kegiatan daerah:

b. bahwa Rencana Strategis ( Renstra ) sebagaimana
dimaksud pada hurup a, sebagai tindak lanjut untuk
melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban
Kepala Daerah dalam pasal 4 ayat (3) menyatakan
Rencana Strategis ( Renstra ) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Rencana Strategis ( Renstra )

Kabupaten..................



Mengingat

1.
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Kabupaten Batanghari Tahun 2001 — 2005.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25 ) sebagaimana diubah dengan undang-
undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembangunan
Daerah Tingkat Il Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat Il Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 );

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839 );

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848 );

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pro-
gram Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun
2000 — 2004  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206 )

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952 );

6. Peraturan........



Menetapkan
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ),

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1999 Nomor 70 ).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGI
(RENSTRA) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2001 —
2005.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

QAW

Daerah adalah Kabupaten Batanghari

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batanghari

Kapala Daerah adalah Bupati Batanghari

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batanghari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Batanghari.
6. Rencana Strategis ( Renstra ) adalah Rencana Strategis (Renstra)
Kabupaten Batanghari Tahun 2001 — 2005.
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BAB I
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Pasal 2

Rencana Strategis ( Renstra ) disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah
adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan,
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan daerah.

Pasal 3

Rencana Strategis ( Renstra ) Kabupaten Batanghari di susun dengan
sistimatika sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN
BAB I LINGKUNGAN STRATEGIS
BAB i Vist, MiSI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM
BAB V' PENUTUP

Pasal 4

(1) Isi beserta uraian dan rincian Rencana Strategis ( Renstra ) sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Naskah
Rencana Strategis (Rentra) Kabupaten Batang Hari sebagaimana
tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

BABIIL............

o



-5-

BAB Il
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Rencana Strategis ( renstra) sebagaiman dimaksud dalam Peraturan Daerah
ini akan ditinjau dan diadakan perubahan untuk di sesuaikan dengan
perkembangan serta kondisi daerah dalam setiap lima tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Batnghari.
Disahkan di  Muara Bulian
Pada Tanggal : 4 April 2001
BUPATI BATANGHARI

dto

ABDUL FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian.

Pada tanggal .4 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANGHARI
dto

SYAFRUDDIN EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI 2001 NOMOR 9



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI
NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KABUPATEN BATANGHAR] TAHUN 2001 - 2005

PENJELASAN UMUM

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan proses secara
sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko,
dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif,
mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksankan keputusan
dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan
sestemedss.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang
Merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis
merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja instansi
pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan
integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain
agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis,
nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan manajemen
nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta
agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat
dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka
Suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan
ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu
tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat
meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada
pencapaian hasil.

Kepentingan ... ..
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Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap
isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah
langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai setiap strategi yang
dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-
sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara
keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai filosofi-filosofi operasional
dan prioritas-prioritas.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelasp”
Pasal 6 Cukup jelas.

Lampiran ............



Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Batanghari
Nomor : 9 Tahun 2001

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2001 - 2005

BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan paradigma telah memberikan kesempatan kepada
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang selanjutnya dijabarkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 membawa implikasi
meningkatnya kewenangan dan peranan daerah kabupaten/kota.
Sebagian besar kewenangan yang bersifat operasional dan berhubungan
langsung dengan kegiatan masyarakat telah menjadi kewenangan daerah
kabupaten/kota sesuai dengan titik berat pelaksanaan otonomi daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan
masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang menuntut adanya aparatur pemerintahan yang bersih dan
menempatkan diri sebagai orang yang harus melayani kepentingan
masyarakat. Untuk mewujudkan pelaksanaan kewenangan dimaksud,
maka pemerintahan daerah diharapkan menyusun struktur daerah,
menerapkan prinsip transparansi dalam pelayanan, akuntabel dalam
pelaksanaan pekerjaan, jujur dan responsif atas tuntutan masyarakat.
Hal ini tentu perlu didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional
dan bersih, sehingga dapat mewujudkan kinerja pemerintahan dan
kelembagaan daerah yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.
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Sebagai konsekuensi logis dari perubahan paradigma
pemerintahan adalah terjadinya perubahan kelembagaan kabupaten
yang harus dilakukan melalui penataan sesuai dengan tuntutan
perubahan tersebut. Bagi daerah Kabupaten Batang Hari penataan
kelembagaan ini menjadi sangat penting karena peranannya sangat besar
dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka diperlukan penerapan
prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, dan keinginan ini telah menjadi
komitmen Pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam bentuk
perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan
pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah. Perencanaan tersebut
sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada perlu dirumuskan
oleh kelompok kerja (Pokja) penyusunan Pzarencanaan Strategis
(Renstra)/Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
yang disusun dalam bentuk “PERENCANAAN STRATEGIS PEMERINTAH
KABUPATEN BATANGHARI". Adapun Perencanaan strategis tersebut
disusun berdasarkan kepada kondisi dan potensi daerah, permasalahan
yang dihadapi dan karakteristik daerah serta lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintahan dan
kelembagaan daerah dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas
pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, ditengah perkembangan
globalisasi yang ditandai dengan persaingan yang semakin tinggi, maka
dalam Perencanaan Strategis tersebut akan diuraikan mengenai visi, misi.
tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan
dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Hal ini akan dijadikan dasar
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten yang akan
disampaikan setiap tahun dan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pencerminan
pertanggungjawaban kepada masyarakat.



B. Maksud dan Tujuan

1.

Maksud

Maksud dari Penyusunan Perencanaan Strategis Pemerintahan
Kabupaten Batang Hari tahun 2001-2005 adalah memberi arah dan
pedoman bagi terciptanya keterpaduan, kebersamaan dan
tanggungjawab instansi pemerintah kabupaten, sekaligus untuk dapat
memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan
kreativitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

Tujuan

Tujuan penyusunan Perencanaan Strategis Pemerintah

Kabupaten Batang Hari adalah :

a. Membangun sistem akuntabilitas dan kinerja pemerintah
kabupaten sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Batanghari.

b. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh unit kerja,
perangkat pemerintah kabupaten dan kepada seluruh unsur-unsur
masyarakat Batanghari.

c. Menjadi acuan utama dalam penyusunan perencanaan strategis
unit kerja, dinas dan perangkat pemerintah kabupaten.

d. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten
sebagai akumulatif dari kinerja unit kerja dan perangkat di
lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari.

C. Landasan Formil & Material

Penyusunan Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten

Batanghari tahun 2001-2005 berlandaskan kepada :

1.

Landasan Formil :

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

c. Undang.........
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c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme

d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Korupsi

e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sebagai Daerah
Otonom

f.  Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan

g. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

h. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

i. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah

j. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah

k. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang
Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran,
Penghapusan dan Penggabungan Daerah

[.  Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja
Instansi Pemerintah

Landasan Materil

a. Masukan, saran, pendapat, inspirasi dan aspirasi unit kerja dan
perangkat daerah Kabupaten Batanghari sebagai hasil konsultasi
perumusan VISI dan MISI.

b. ldentifikasi perumusan Perencanaan Strategis Kabupaten
Batanghari tahun 2001-2005 oleh Kelompok Kerja Penyusunan
Perencana Strategis Kabupaten Batanghari, sebagai Tim Terpadu
antara unit kerja, dinas dan perangkat daerah dengan Satuan
Tugas Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP
Perwakilan Jambi.

D. Sistematika.............



-5-

D. Sistematika Perencanaan Strategis

E.

Perencanaan Strategis disusun secara sistematis yang terdiri dari :

1. Visi, yaitu suatu gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dan
akan dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Visi mengandung pengertian yang dapat dibayangkan dan
memungkinkan untuk dicapai.

2. Misi, merupakan pernyataan yang mengarahkan tujuan sesuai
dengan visi yang sudah dirumuskan.

3. Tujuan, adalah penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan
sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

4. Sasaran, adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diungkapkan
secara terukur baik kualitatif maupun kuantitatif.

5. Kebijaksanaan, adalah ketentuan dan cara-cara yang akan dilakukan
untuk mencapai tujuan.

6. Program, merupakan kumpulan kegiatan dengan tujuan yang sama
berkaitan dengan pelaksanaan kebijaksanaan.

7. Kegiatan, adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang
dilaksanakan sesuai program yang telah ditetapkan.

Alur Pikir

Perencanaan Strategis Kabupaten Batanghari disusun
berdasarkan kebijaksanaan nasional yang menekankan kepada
penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, menjaga persatuan
dan kesatuan, supremasi hukum, pemerintahan yang bersih, pemulihan
ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan ketahanan budaya serta
mendorong pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah.

Disamping itu, Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten
disusun dengan memperhatikan Pola Dasar Pembangunan dan Program
Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari yang lebih
memprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia,
pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengembangan Kota Kuala
Tungkal sebagai pintu gerbang Propinsi Jambi.
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BAB I
LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Kondisi Umum Daerah
1. Geografis

Kabupaten Batanghari terletak di bagian Timur Propinsi Jambi
dengan luas Wilayah 5.180,35 Km?dan berada diantara 1° 15
Lintang Selatan sampai dengan 2° 2’ Lintang Selatan dan diantara
102° 30’ Bujur Timur sampai dengan 104° 30" Bujur Timur, dengan
batas wilayah sbb :

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Muaro Jambi.

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tebo.

- Sebelah Barat dengan Kabupaten Tebo.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Musi Banyu Asin Propinsi
Sumatera Selatan.

Dilihat dari aspek geografis, Kabupaten ini mempunyai letak
yang strategis karena merupakan lalu lintas yang menghubungkan
kawasan timur dengan kawasan Barat Sumatera dan merupakan
kawasan penyangga Kota Jambi.

2. Tofografi dan Iklim

Kabupaten Batanghari mempunyai ketinggian wilayah 11 —
500 M dpl, sebagian besar (97,67 %) mempunyai ketinggian 11 —
100 M dpl dan sisanya (7,33 %) mempunyai ketinggian 101 — 500
M dpl.

Secara umum beriklim tropis dengan curah hujan hampir
merata sepanjang tahun (tahun 1999 rata-rata curah hujan 266 mm
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dan tahun 2000 rata-rata curah hujan 199 mm) dan variasi temperatur
antara musim hujan dan musim kemarau relatif kecil rata-rata 26,2 ° C
tahun 2000.

3. Administrasi Daerah dan Demografi

Sebagai wilayah Administrasi Kabupaten Batanghari terdiri
dari 6 Kecamatan 104 Kelurahan/Desa dengan berbagai perbedaan
perkembangan, baik karena potensi geografis, sumber daya alam,
sumber daya Manusia maupun karena pembangunan prasarana pada
masing-masing kecamatan dan antar Kecamatan.

Kabupaten ini pada akhir tahun 2000 mempunyai jumlah
penduduk 191.727 Jiwa. Dilihat dari struktur umur, sekitar 60,19
persen adalah penduduk usia produktif dan sisanya (39,81%) kaum
lanjut usia, dan anak-anak yang memerlukan sentuhan investasi
untuk menjadikan mereka generasi yang berkualitas di masa depan.
Penduduk di daerah ini terdiri dari berbagai suku seperti : Melayu,
Jawa, Sunda, Batak, Minang, Cina, dan suku-suku lain yang
jumlahnya relatif kecil.

4. Potensi sumberdaya alam

Sumberdaya alam kabupaten ini cukup potensial, diantaranya
memiliki hutan tropika Humida yang kaya akan sumber plasma Nutfa
dan lahan potensial untuk dikelola sebagai pengembangan budidaya
pertanian, perkebunan, peternakan dan potensi perairan umum untuk
pengembangan budidaya perikanan air tawar serta potensi
pertambangan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.
Perkebunan sebagai potensi ekonomi terutama kabupaten ini memberi
kontribusi sebesar 12,46 persen terhadap pembentukan PDRB
tahun 1999. Komoditi utama di subsektor ini meliputi karet dan kelapa
sawit dengan luas areal perkebunan dengan mencapai 38.916 Ha
dengan produksi 234.916 Ton. Kebun kKelapa sawit mendominasi
produksi sektor ini yang mencapai 98,92 persen dari total produksi
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dan sisanya sebesar 1,082 persen adalah produksi karet dan hasil
perkebunan lainya.

Karet sebagai tanaman utama sudah dikenal sejak lama oleh
masyarakat di Kabupaten ini namun kondisinya kurang
menguntungkan, selain cenderung menjadi hutan karet,
produktifitasnya rendak + 700 kg/ha/tahun disertai pula mutu olahan
karet rakyat yang rendah sehingga membutuhkan peremajaan lebih
lanjut. Sementara perkebunan kelapa sawit menunjukan
perkembangan yang cepat dan mengarah pada komoditas
perkebunan utama. Peningkatan produktifitas kelapa sawit secara
ekonomis mendukung pengembangan industri pengolahan lanjutan
CPO dan barang ikutan lainnya menjadi barang jadi.

Kehutanan sebagai bidang kewenangan daerah hingga tahun
1999 jumlah produksinya mencapai  98.264 M®*dan mampu memberi
kontribusi sebesar 5,76 % terhadap pembentukan PDRB. Namun
demikian sumbangannya terhadap pendapatan daerah belum
memenuhi harapan. Kondisi ini merupakan akibat kebijakan
pengelolaan kawasan yang selama ini lebih berorientasi pada produksi
dan bukan didasarkan pada daya dukung produksi hutan, selain
tingginya intensitas perambahan dan pencurian kayu akibat
perkembangan industri kayu yang kurang terkontrol, juga sering di
sertai konflik yang berkepanjangan tentang penetapan kawasan
hutan, baik antar sektor, antar Pemerintah maupun antara pihak
swasta dan masyarakat.

Di bidang industri terlihat kecenderungan pergeseran struktur
perekonomian daerah dengan kontribusi sebesar 21,78 persen. Hal
ini sebagai dampak dari perkembangan industri pengolahan kayu.
karet dan minyak kelapa sawit, industri kecil dengan menyerap tenaga
kerja sebanyak 3.565 jiwa, aneka industri sebanyak 19 perusahaan
dengan tenaga kerja 1.507 jiwa. Jumlah investasi ketiga jenis industri
tersebut mencapai 84,315 Milyar rupiah.

Masalah.............
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Masalah yang dihadapi oleh industri kecil dan menengah
masih berkisar pada rendahnya SDM, sehingga kemampuan
memanfaatkan teknologi juga rendah, lemahnya stuktur permodalan
dan promosi pemasaran yang belum optimal. Sedangkan kelompok
industri besar di kendalai oleh keterbatasan bahan baku.

Dalam rangka meningkatkan percepatan pergerakan arus
barang dan jasa, baik di tingkat lokal maupun antar wilayah telah bila
dilakukan berbagai pembangunan prasarana transportasi darat
dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar 27,52 persen pada
Tahun Anggaran 1999-2000 dan meningkat menjadi 30,02 persen
pada tahun anggaran 2000.

Dibidang Pertanian dan Tanaman pangan dan Holtikultura
cukup prospektif, hal ini di tandai kondisi awal di mana luas lahan
yang diusahakan oleh petani pada akhir tahun 1999 mencapai 15.852
Ha dengan produksi 48.201 Ton. Pemasaran beberapa komoditas
seperti sayur mayur dan kacang-kacangan telah memasuki pasar
regional.

Peternakan merupakan salah satu komoditas unggulan
Kabupaten ini dengan populasi ternak besar mencapai 21.635 ekor,
ternak kecil 24.181 ekor dan ternak unggas sekitar 769.365 ekor.
Bila dibandingkan dengan kondisi 5 tahun terakhir terlihat peningkatan
sebesar 20,46 persen dan merupakan salah satu daerah pemasok
ternak potong ke Kota Jambi. Pengembangan budidaya ternak di
wilayah ini cukup prospektif yang di dukung oleh ketersediaan
hamparan dan pemasaran yang cukup baik.

Produksi sub sektor perikanan air tawar di wilayah ini
meningkat cukup tajam selama 5 tahun terakhir, untuk usaha budidaya
kerambah meningkat sekitar 37,89 persen per tahun dan budidaya
kolam sekitar 13,72 persen sementara perairan umum cenderung
menurun. Dengan potensi yang dimiliki oleh kabupaten ini, maka
pengembangan budidaya ikan terutama budidaya ikan kerambah dan

kerambah..........
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kerambah jaring apung sangat prospektif karena di dukung oleh
fasilitas kredit murah, pasar yang jelas dan kondisi alam serta
agroinput.

Dengan adanya pembangunan jaringan jalan selama dua
tahun terakhir, maka panjang jalan di Kabupaten Batang Hari sampai
tahun 2000 mencapai 830,934 Km yang terdiri dari Jalan Negara
146,39 Km, Jalan Propinsi 36,90 Km dan Jalan Kabupaten sepanjang
647,644 Km. Dari jumlah panjang ruas jalan yang menjadi tanggung
jawab kabupaten terdiri dari jalan aspal 172,750 Km (26,673%), jalan
pengerasan (kerikii’koral) 180,880 Km (27,928 %), dan jalan tanah
sepanjang 294,014 Km (45,399 %). Meskipun panjang jalan yang
belum beraspal mencapai 45,399 %, namun relatif belum
mengganggu lalulintas barang dan penumpang. Dalam menunjang
kelancaran mobilitas barang, jasa dan penumpang di Kabupaten ini
terdapat satu terminal utama yang difungsikan sebagai terminal
antar kota. Kedepan pembangunan jaringan transportasi harus
memperhatikan outlet Propinsi Jambi, yaitu pelabuhan Muara Sabak
sebagai upaya antisipasi lalulintas perdagangan dengan pusat-pusat
produksi.

Di bidang perdagangan luar negeri, aktifitas ekspor dilakukan
melalui pelabuhan Jambi. Komoditas utama ekspor Kabupaten
Batanghari adalah kayu olahan, karet , hasil hutan ikutan dan hasil
perikanan dengan kontribusi sebesar 17,06 persen terhadap
pembentukan PDRB. Data terakhir (1999) menunjukan bahwa vol-
ume ekspor Kabupaten ini mencapai 286.971 ton dengan nilai
169.121.804. US §, karena tidak ada aktivitas impor maka surplus neraca
perdagangan adalah sebesar nilai ekspor (169.121.804 US $).

Untuk menunjang kegiatan perdagangan dan pemberdayaan
ekonomi rakyat di Kabupaten ini terdapat 173 unit koperasi dengan
aktivitas melakukan pendistribusian barang dari sentra-sentra
produksi ke pusat pemasaran dan sebaliknya. Dengan kinerja
koperasi yang relatif baik, sehingga pada akhir tahun 1999

mempunyai............
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mempunyai anggota sebanyak 21.625 orang dengan simpanan
mencapai Rp. 7,009 Milyar dengan volume usaha sebesar Rp. 36,395
Milyar. Pada tahun anggaran 2000 lembaga ekonomi ini berperan
aktif dalam menyalurkan subsidi BBM kepada masyarakat yang kurang
mampu.

Potensi pariwisata di kabupaten ini cukup prospektif, untuk
itu perlu penanganan lebih serius dengan mengalokasikan anggaran
pembangunan yang lebih besar untuk membangun sarana dan
prasarana sehingga dapat menarik para wisatawan domestik maupun
manca negara. Pada tahun Anggaran 2000 sub sektor ini mendapat
alokasi anggaran sekitar 10 Km, candi di Lubuk Ruso dengan luas
10 Km, candi Pematang Jering dengan luas 5 Km.

Untuk percepatan dan sekaligus pemerataan pembangunan
wilayah telah di tetapkan beberapa kawasan fungsional pada RT/
RW seperti kawasan andalan yang di tunjang oleh masing-masing
pusat pertumbuhan. Namun kondisi masing-masing kawasan
berdasarkan fungsinya masih jauh dari harapan karena keterbatasan
sarana dan prasarana pendukung baik intra kawasan maupun kota-
kota dalam Kabupaten Batang Hari saat ini, terutama antar kota
Muara Bulian sebagai hirarki pertama dengan kota lainya sebagai
hirarki kedua yang pada gilirannya menimbulkan beban bagi ibu kota
Kabupaten Batanghari.

B. Pendidikan dan Kesehatan

Sebagai daerah pendidikan yang berpusat di Muara Bulian, maka
keberadaan kabupaten Batanghari dituntut untuk menjadi pusat
pelayanan pendidikan terhadap daerah sekitarnya. Hal ini pada dasarnya
telah ditujang oleh pasilitas pendidikan yang relatif cukup. Pada tahun
1999 di kabupaten ini terdapat 267 sekolah Dasar dengan murid sekitar
20.182 orang. SLTP sebanyak 59 dengan jumlah murid 11.248 orang,
SLTA sebanyak 17 Sekolah dengan murid sebanyak 3.108 orang. Untuk
jenjang pendidikan yang lebih tinggi di wilayah ini terdapat dua perguruan
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tinggi dengan jumlah Mahasiswa 354 Orang. Jalur pendidikan merupakan
salah satu media untuk mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia.
Untuk itu pendidikan dasar 9 tahun harus mendapat perhatian. Jika tahun
anggaran 2000 mengalokasikan dana sebesar 13,55 persen dari jumlah
anggaran pembangunan dan 98,64 persen diantaranya dialokasikan
untuk pendidikan dasar di pandang relatif masih kecil bila kabupaten ini
berkonsentrasi pada peningkatan kualitas SDM, untuk idealnya sekitar
25 persen dari jumlah anggaran.

Sub sektor kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat
penting dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia.
Untuk itu Kabupaten ini di tuntut mampu memberikan pelayanan kesehatan
yang maksimal, dengan melihat fasilitas kesehatan yang ada yaitu 1
unit RSU, 12 unit Puskesmas, 83 unit Puskesmas Pembantu, 44 orang
Dokter Umum, 3 orang Dokter Spesialis dan 322 orang tenaga bidang
medis relatif belum memadai untuk melayani penduduk yang berjumlah
sekitar 206.271 jiwa.

C. Penduduk dan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk angkatan kerja (yang bekerja dan mencari
nafkah) pada tahun 2000 tercatat sebesar 86.185 jiwa, dimana jumlah
angkatan kerja yang bekerja berjumlah 80.569 jiwa (93,5%).

Mata pencaharian dominan penduduk di Kabupaten Batanghari
bergerak pada sektor primer (pertanian, peternakan, perkebunan,
kehutanan, pertambangan dan penggalian) yaitu sebesar 53.475 jiwa
(63,37%), kemudian sisanya bergerak pada sektor tersier (perdagangan,
komunikasi, keuangan serta jasa) sebesar 22.260 jiwa dan sektor
sekunder (industri, listrik, air dan konstruksi) sebesar 4.834 jiwa (5,99%).

Sebaliknya jumlah penduduk angkatan kerja yang sedang mencari
lapangan pekerjaan adalah sebesar 5.615 jiwa (6,5%) dari jumlah
angkatan kerja.
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Pada tahun yang sama, jumlah penduduk yang termasuk dalam

kategori bukan angkatan kerja berjumlah 81.538 jiwa yang terdiri dari
jumlah penduduk yang masih sekolah sebesar 40,9%, mengurus rumah
tangga sebesar 50,9% dan yang lainnya sebesar 8,2%.

D. Agama dan Nilai Budaya

Pembangunan di bidang keagamaan diarahkan untuk

mewujudkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-
nilai dan ajaran agama agar tercipta iklim yang kondusif bagi kehidupan
sesama umat beragama.

1.

Memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis
dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dia-
log dan aksi bakti sosial umat beragama serat melibatkan secara
aktif tokoh agama dalam proses pembangunan.

Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan
moral, spritual dan etika dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan
kehidupan bermasyarakat serta mengupayakan agar semua
peraturan tidak bertentangan dengan agama.

Mendorong penyelenggaraan pembinaan pendidikan agama baik
secara kualitatif maupun kuantitatif serta peningkatan pelayanan
bimbingan umat beragama.

Memperlancar dan mempermudah pelayanan dan pengamalan agama
serta peningkatan pelayanan ibadah Haji.

Meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan
ekonomi yang mengarah pada perusakan moral agama serta
memfungsikan sumber-sumber pembiayaan melalui BAZIS.
Mendorong penyediaan sarana dan prasarana keagamaan secara
rasional dengan memperhatikan kepadatan penduduk dan tata ruang.

Masyarakat Batanghari merupakan masyarakat agamais dan hal

ini tercermin dari kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama yang
mereka anut. Kehidupan beragama diterapkan dalam hubungan sosial,

kKerukunan.......................
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kerukunan antar umat beragama, perilaku yang berbudi luhur dan
menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang ada dimasyarakat Batanghari.
Hubungan agama dan adat ini keduanya sudah terjalin dalam kehidupan
setiap orang dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Terjalinnya ajaran agama dan unsur adat diabadikan dalam
pepatah :

‘Rumah bepagar adat, tepian bepagar baso, negeri bepagar undang”
mengandung makna bahwa tatanan kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah diatur sedekimian rupa,
sehingga pelanggaran terhadap hukum dan perundang-undangan yang
sudah disepakati bersama merupakan tindakan yang melanggar norma-
norma adat.

Pandangan ini melandasi kehidupan masyarakat Batanghari dalam
segala aspeknya. Pola pikir, tingkah laku dan tindakan orang Batanghari
selalu dilandasi kedua unsur tersebut, agama dan adat.

Pandangan ini diwujudkan dalam sikap, tingkah laku serta
perbuatan dan merupakan hal yang sangat penting.

Dalam pengambilan keputusan yang bersifat publik, masyarakat
Batanghari selalu melakukannya dengan cara musyawarah serta
dilandasi dan dihubungkan dengan toleransi yang tinggi. Sikap menang
sendiri dan otoriter sangat dicela dan tidak dapat diterima masyarakat
Batang Hari. Musyawarah dan toleransi pada gilirannya melahirkan
kesepakatan (mufakat) vyang akan dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan bersama. Masyarakat Kabupaten Batanghari
sering digambarkan sebagai suatu masyarakat yang egalitas artinya
mereka memandang bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah sama.
Seperti yang diungkapkan oleh pepatah “mintak pado yang ado, betanyo
pado yang tau, bekaul pado yang keramat” merupakan perwujudan dan
falsafah hidup mereka bahwa pada hakekatnyanya masing-masing
individu masyarakat Batanghari itu sama tanpa kecuali, yaitu sama-sama
makhluk Allah. Demikian

c. Hukuman ........._
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ungkapan adat mengatakan dalam pepatah tersebut. Pandangan tentang
keberadaan manusia yang sama juga diikuti oleh pandangan yang
menggambarkan rasg kebersamaan. Hal ini tergambar pula dalam
ungkapan tradisional melalui sederetan petuah yang populer yaitu :

‘yang buto penumbuyk lesung, yang pekak pelepas bedil, yang lumpuh
penjago negeri, yang bisu penyimpan rasio”

Alim ulama, ninik mamak, cerdik pandai ialah unsur-unsur kepemimpinan
yang riil dan benar-benar terdapat dalam masyarakat Batanghari. Pola
kepemimpinan dimaksud menjamin terwujudnya keutuhan sosial,
kerukunan dan kKedamaian yang menjadi landasan keberhasilan.

E. Perekonomian

Selama tahun 1997 pertumbuhan ekonom); Kabupaten Batanghari
tercatat sebesar 4, 23 % dan menurun menjadi minus 592 % pada
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tahun 1998, namun angka tersebut masih berada di atas rata-rata
pertumbuhan ekonomi Propinsi Jambi yaitu minus 8,85 % (1998). Seiring
dengan relatif membaiknya perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi
daerah ini pada tahun 1999 telah bisa tumbuh positif 1,74 % dan menjadi
3,11 % pada tahun 2000.

Bila diamati PDRB Kabupaten Batang Hari menurut sektor pada
tahun 1999, semua sektor sudah mengalami pertumbuhan positif. Sektor
pertanian tumbuh sebesar 2,27%, sektor pertambangan dan pengalian
sebesar 1,28 %, sektor Industri pengolahan 1,44 %, sektor listrik, gas
dan air bersih sebesar 1,47 %, sektor bangunan sebesar 1,46 %, sektor
perdagangan, hotel dan restoran 0,65 %, sektor pengangkutan dan
komunikasi sebesar 2,94 %, sektor keuangan, persewaan, dan jasa
perusahaan sebesar 3,01 %, dan sektor jasa-jasa sebesar 2,17 %.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran
kemampuan daerah dalam membiayai rumah tangganya, terutama dalam
kerangka pelaksanaan otonomi daerah dimana perkembangannya sangat
dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarkat dan dunia usaha.
Selama dua tahun terakhir PAD Kabupaten Batang Hari menunjukan
peningkatan dari Rp. 000000 Milyar (1999) meningkat menjadi Rp. 5,393
Miliyar (2000) atau selama periode terjadi peningkatan rata-rata sebesar
14,08 persen per tahun.

Pusat Pertumbuhan

Untuk lebih terpadunya kegiatan pembangunan di Kabupaten
Batanghari, kita telah menetapkan pusat pertumbuhan dalam rangka
mendorong percepatan pembangunan daerah dan sekaligus
meningkatkan pemerataan pembangunan suatu wilayah.

Penetapan wilayah dan pusat pembangunan di dari kepada
kesamaan karakteristik potensi, permasalahan dan kerja sama dalam
mengisi kekurangan dalam wilayah yang lain. Di tumbuhkannya pusat
pembangunan ekonomi wilayah pembangunan kegiatan yang saling terkait
antar bidang dan sektor, melalui “Kesatuan Sosial Ekonomi” dan masing-
masing wilayah pembangunan, guna dapat merumuskan kebijaksanaan
pembangunan yang terpadu dan saling mengisi.

Berdasarkan.............
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kepada para Aparatur tersebut sehingga visi yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari dapat terwujud sesuai dengan
yang diharapkan/dicita-citakan.

2. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah ini telah lama di idamkan oleh masyarakat
Batanghari, karena masyarakat Batanghari mempunyai jiwa mandiri
kebersamaan dan toleransi dengan adanya otonomi luas, nyata dan
bertanggung jawab sebagaimana yang tertuang dalam Undang-
undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Ctonomi Daerah, merupakan
peluang bagi Batanghari untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya yang bertumpu pada keuletan dan kemampuan sendiri
(mandiri). Kalau dilihat secara mendalam daerah Batanghari masih
di dominasi oleh lapangan usaha yang bergerak di sektor pertanian.
Sektor industri pada umumnya merupakan sektor sekunder
(penunjang), yang masih berskala kecil, seperti industri  kerajinan
rumah tangga yang berbasis pertanian hasil hutan.

Pada proses peralihan sistem pemerintahan menuju di
terapkanya Otonomi Daerah, maka Pemerintahan Strategis berada
pada Kabupaten dan Kota, sedangkan Propinsi merupakan
pelaksana otonomi yang terbatas yang diikuti pula proses
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, maka
besaran sumber penerimaan daerah mengalami keterbatasan
sehingga di perlukan suatu perumusan tentang arah
penyelenggaraan pemerintahan yang dituju dan kondisi yang ingin
di capai, baik dalam waktu panjang, menengah maupun jangka
pendek.

H. Politik dan Keamanan
1. Politik

Sejak bergulirnya era reformasi pada tahun 1998, seperti
halnya di daerah lain, maka situasi politik di Batanghari juga
mengalami perubahan secara fundamental, dimana proses
demokratisasi tumbuh dengan pesat untuk membangun kehidupan

politik.............
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politik yang demokratis, stabil namun dinamis dalam masyarakat.
Sasarannya adalah untuk menegakkan kepercayaan masyarakat
kepada lembaga-lembaga pemerintahan yang bersih, berwibawa,
bebas KKN dan melaksanakan fungsinya dalam memberikan
pelayanan pada masyarakat.

Pelaksanaan ketentuan pasal 28 UUD 1945, tentang
kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
dengan lisan dan tulisan dalam kehidupan politik di Batanghari
sebagaimana halnya di daerah lain, telah diwujudkan dalam sistem
multi partai, pembentukan organisasi kemasyarakatan, interest group,
pers yang bebas dan sebagainya. Masalah yang dihadapi, adalah
bagaimana piranti demokrasi ini dapat memenuhi fungsinya dalam
usaha mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu diperlukan pendidikan politik yang lebih intensif.

Dari sisi pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Batanghari yang terbentuk sebagai hasil Pemilu
tahun 1999 dalam membina kehidupan politik yang sehat serta
pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif, maka sampai saat ini
lembaga tersebut sudah melaksanakan tugas dan fungsinya, baik
sebagai penyerap dan penyalur aspirasi rakyat yang mereka wakili
maupun sebagai badan legislatif, institusi kontrol dan penganggaran.

2. Keamanan

Meskipun keamanan di Kabupaten Batanghari relatif dalam
kondisi yang tidak mengkhawatirkan, tetapi masalah-masalah yang
berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, tidak dapat diabaikan,
misalnya : tindak kejahatan perompakan di teritorial perbatasan
perairan/laut, pencurian kayu hasil hutan, penyeludupan barang-
barang mewah dan masalah tapal batas wilayah.

Selain itu, adanya kecenderungan semakin meluasnya
penyakit masyarakat (Pekat) seperti Narkoba, Judi dan Wanita Tuna
Susila di tengah masyarakat yang juga dapat memicu timbulnya
gangguan keamanan bagi masyarakat, sehingga membuat
masyarakat merasa tidak aman berada di daerah/wilayah tinggalnya

sendiri..............
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sendiri. Dalam menghadapi masalah-masalah tersebut sangat
dibutuhkan sikap responsif dari Pemerintah Kabupaten Batanghari
dengan institusi terkait lainnya untuk menangani persoalan yang
langsung menyentuh kehidupan dan ketentraman masyarakat.

BABIII
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memperhatikan kondisi internal Daerah Kabupaten Batanghari dan
mengingat perubahan eksternal yang berlangsung sangat cepat akhir-akhir
ini, maka dalam penyelenggaraan pemerintah daerah perlu lebih diarahkan
pada efisiensi dan efektifitas yang menuntut adanya perubahan budaya kerja
yang berorientasi kepada pencapaian hasil, serta pertanggungjawaban
berdasarkan nilai akuntabilitas.

A.VISI

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten
berdasarkan kewenangan daerah perlu terarah kepada hasil yang akan
dicapai agar terciptanya kebersamaan dan partisipasi melalui perumusan
dan masukan, saran, pendapat, aspirasi dan inspirasi dari berbagai pihak
hingga tersusunnya rumusan VISI Kabupaten Batanghari.

Rumusan VISI Kabupaten Batanghari mencerminkan apa yang ingin
dicapai melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai tujuan
jangka panjang kedepan, kemana pemerintah Kabupaten Batanghari akan
diarahkan dan apa yang akan dicapai, merupakan VISI.

VISI Pemerintah Kabupaten Batanghari dirumuskan sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN BATANGHARI YANG MANDIRI DAN
SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN DENGAN SISTEM EKONOMI
KERAKYAKTAN DIDUKUNGAN OLEH PEMERINTAH YANG BAIK DAN SDM
YANG BERKUALITAS”

Makna.. ............
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Makna pokok yang terkandung dalam VISI diatas adalah:

1.

Kabupaten Mandiri menggambarkan kabupaten Batanghari sebagai
daerah otonomi yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangga
sendiri berdasarkan prakarsa potensi sendiri menurut aspirasi masyarakat
dengan tetap menjalin kerja sama dengan semua pihak.

Sejahtera mengandung arti bahwa pembangunan yang dilaksanakan
harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten
Batanghari dalam bentuk peningkatan pendidikan, kesehatan dan daya
beli masyarakat.

Berbasis Pertanian dengan sistem ekonomi kerakyatan menggambarkan
komitmen pemerintah bersama komponen masyarakat lainnya dalam
mengembangkan perekonomian Kabupaten Batanghari yang bertumpu
pada potensi daerah.

Pemerintah yang baik mengandung arti pemerintahan yang bersih bebas
KKN, berwibawa, berkeadilan, profesional dan akuntabel.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas mengandung arti bahwa sumber
daya manusia yang akan dibangun dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan adalah yang memiliki karakteristik berimtaq, kreatif, inovatif
dan sangat responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

B. MISI

Untuk menjabarkan VISI Kabupaten Batanghari ditetapkan MISI

sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
Melalui MISI ini akan memberikan arahan jangka panjang dan terciptanya
stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan daerah sebagai acuan dan
pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan
dalam pelaksanaan pemerintahan.

Untuk maksud tersebut telah dirumuskan 4 (empat) MISI Pemerintah

Kabupaten, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan supremasi hukum, aktivitas keagamaan dan adat istiadat.
2. Meningkatkan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya
alam yang berwawasan lingkungan.

3. Meningkatkan.............
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3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, ketrampilan dan
kesehatan.

4. Meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam kegiatan
pembangunan daerah.

Makna pokok yang terkandung di dalam MISI :

1.a Supremasi hukum adalah menciptakan keadaan masyarakat agar
dapat patuh dan taat kepada hukum, sehingga pada gilirannya
diharapkan eksistensi hukum itu berwibawa dalam kehidupan
pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

1.b Aktivitas Keagamaan adalah suatu kegiatan yang lebih
menitikberatkan dorongan kepada masyarakat agar lebih
berperan aktif untuk menumbuhkembangkan pada aspek nilai —
nilai agama.

1.c Adat istiadat adalah sistem nilai yang berlaku ditengah masyarakat
yang tumbuh dan berkembang sebagai pedoman hidup dan
tingkah laku.

2.a Kegiatan Ekonomi adalah kegiatan bagi tumbuh dan
berkembangnya peluang usaha bagi peningkatan kesejahteraan
rakyat dalam sistem ekonomi kerakyatan.

2.b Memanfaatkan sumber daya alam adalah seluruh potensi
kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Batanghari yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelolanya.

2.c Berwawasan lingkungan adalah pengelolaan sumber daya alam
untuk kesejahteraan masyarakat harus sesuai dengan daya
dukung lingkungan yang ada.

3.a Kualitas Pendidikan adalah mutu hasil pendidikan yang diukur dari
peserta didik.

3.b Kuantitas Pendidikan adalah daya tampung sarana dan
prasarana pendidikan terhadap anak usia sekolah yang diukur
dari GER (Gross Education Ratio) dan NER (Netto Education
Ratio).

3.¢c Ketrampilan ............
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3.c Ketrampilan adaiah kegiatan pembelajaran informal terhadap
masyarakat dengan profesi tertentu.

3.d Kesehatan adalah hasil kinerja pemerintah daerah dibidang
kesehatan masyarakat yang diukur dari berbagai variabel indikator
derajat kesehatan masyarakat.

4.a Partisipasi adalah melibatkan peran serta masyarakat secara utuh
dalam proses pembangunan daerah.

4.b Pengawasan Masyarakat adalah  melibatkan masyarakat
secara aktif untuk memberikan kontrol sosial terhadap
pelaksanaan pembangunan.

4.c Kegiatan Pembangunan adalah kegiatan - kegiatan yang
dilaksanakan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Faktor — Faktor Kunci Keberhasilan

Pencapaian misi, tujuan dan sasaran sangat dipengaruhi oleh

faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Ketepatan analisa yang
dapat menentukan faktor kunci bagi pencapaian tujuan dan sasaran
sangat dibutuhkan dalam perencanaan strategis. Analisa dilakukan
dengan pendekatan SWOT (Lampiran I) yang menghasilkan faktor —
faktor kunci keberhasilan yang dianalisis akan sangat menentukan
pencapaian tujuan dan sasaran.

Faktor — faktor kunci keberhasilan yang teridentifikasi adalah sebagai
berikut :

1.
2.
3.

(@)

Tersedianya SDA yang cukup dan belum digarap secara optimal.
Adanya peraturan perundang — undangan yang mendukung.
Adanya kebiasaan kegotongroyongan dalam kehidupan
bermasyarakat.

. Adanya jumlah aparatur yang memadai

Jumlah penduduk cukup memadai

. Adanya komitmen pemerintah pusat terhadap pemerintah kabupaten
dalam rangka pelaksanaan otoda
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7. Dukungan stabilitas politik dan keamanan yang kondusif
8. Adanya iklim investasi yang mendukung

Perumusan faktor-faktor kunci diatas dilakukan berdasarkan hasil kajian
atas lingkungan strategis.: ’

Dpn

10.
11.

12.
13.

14.

D. Tujuan

Terwujudnya masyarakat yang mentaati peraturan dan adat istiadat
yang berlaku.

Meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap ajaran agama.
Dimanfaatkannya sumber daya alam yang optimal.

Meningkatkan akses lapangan usaha oleh pengusaha kecil,
menengah dan industri/kerajinan, perdagangan dan aneka jasa yang
berorientasi pasar serta meningkatkan daya saing produk daerah
dan produktivitas dunia usaha serta sektor lainnya.
Meningkatkan potensi dan peranan lembaga keuangan untuk
mendorong usaha ekonomi masyarakat.

Meningkatkan kontribusi sektor UKM terhadap pengembangan
perekonomian

Menyediakan prasarana fisik dan utilitas yang merata sesuai dengan
kebutuhan

Mengembangkan akses informasi dibidang dunia usaha, pelayanan
publik dan sektor lainnya dalam rangka menjaring minat investor
untuk berusaha.

Terwujudnya kawasan lingkungan yang lestari.

Menciptakan tata ruang yang serasi dan seimbang serta pengelolaan .
pertanahan yang berkepastian hukum.

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.
Mewujudkan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai
dengan permintaan pasar.

Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan
sosial' masyarakat.

15, Terwujudnya................
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Terwujudnya partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam
pembangunan

E. Sasaran

Menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan adat istjadat oleh
masyarakat.

Meningkatnya cara penyelesaian sengketa dimasyakat
menggunakan adat istiadat.

Mewujudkan ketenangan dan ketentraman dalam masvarakat.
Menurunya tingkat pelanggaran terhadap disiplin dan peraturan
kepegawaian.

Meningkatnya kualitas aparatur penyelenggara pemerintah.
Mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang
pelayanan publik.

Meningkatnya pengamalan terhadap ajaran agama.

Meningkatnya produksi hasil pertanian, peternakan, perikanan dan
perkebunan.

Meningkatnya kemampuan pengelolaan usaha kecil, menengah,
industri rumah tangga dan aneka jasa.

Meningkatnya peran dan fungsi koperasi serta lembaga keuangan
lainnya. i

Meningkatkan akses permodalan melalui sistem distribusi yang
mudah dicapai masyarakat.

Meningkatnya produksi dan penerimaan daerah dari UKM.
Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta utilitas yang
memadai.

Meningkatnya akses pemasaran bagi produksi usaha masyarakat
Meningkatnya jumlah masyarkat luas yang menjadi pelaku usaha
produksi/pengolahan, perdagangan dan aneka jasa.
Berkembangnya keterkaitan dan kemitraan usaha UKMK dengan
pengusaha kecil.

Meningkatnya akses terhadap teknologi informasi dan diklat dari
setiap UKM.

18. Terciptanya ...........
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23.

24.
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27
28.
39.

30.
31.
32.

33.
34.

35.
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Terciptanya prosedur perajin bagi dunia usaha yang mudah, murah,
cepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

Tersedianya dan berkembangnya jaringan informasi dan dokumentasi
pembangunan diberbagai bidang secara simetrik bagi seluruh lapisan
masyarakat.

Meningkatkan kesadaran masyarakat memelihara fungsi dan kualitas
sumber daya alam serta terkendalinya kerusakan dan pencemaran
lingkungan.

Terpenuhinya fasilitas lingkungan yang serasi (bersih, indah, aman,
dan nyaman).

Tersusun dan tersosialisasinya rencana tata ruang wilayah dan
kawasan tertentu/khusus yang dapat digunakan sebagai acuan
dalam pemanfaatan ruang.

Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah
tentang tata ruang.

Kepastian batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan desa.
Jelasnya status hukum kepemilikan tanah.

Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan peserta didik yang
berkualitas.

Bertambahnya jumlah prasarana dan sarana pendidikan.
Bertambahnya tenaga-tenaga terampil.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang produktif, berdaya saing
dan mandiri dengan tingkat pendidikan yang memadai.
Terwujudnya hubungan yang harmonis antar buruh dan perusahaan.
Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat
Bertambahnya jumlah tenaga medis, paramedis, sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan masyarakat.

Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.

Meningkatnya swadaya masyarakat dalam mengisi pembangunan
serta berkurangnya penyalahgunaan dana pembangunan.
Berperan dan berfungsinya lembaga masyarakat dalam mengawasi
pelaksanaan serta memanfaatkan hasil pembanguan.

F. Indikator.................
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F. indikator Makro

INDIKATOR MAKRO PENCAPAIAN VISI

KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN
NO. INDIKATOR MAKRO
200112002 | 2003| 2004{2005
1 | Indeks Pembangunan Manusia
2 | Angka Partisipasi Murni
3 | Indeks Kerukunan Inter dan Antar
Umat Beragama (Kualitatif)
4 | Pendapatan per Kapita
5 | Gini Ratio
6 | PDRB
7 | Laju Pertumbuhan Penduduk
8 | Produktivitas Lahan
9 | Prosentase Realisasi Kredit
Agribisnis
10 Menzngkatkan Agroindustri
11 | Nilai Ekspor
12 | Prosentase Laju Pertumbuhan
Investasi
13 | Laju Pertumbuhan Ekonomi
14 | Tingkat Pencemaran Udara
dan Air
15 | Indeks Pemerataan

Pembangunan
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BAB IV
STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM

A. Strategi Kebijakan

1.

i = i

10.

11.

12.
13,
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Pembangunan hukum.

Pembangunan adat istiadat dalam masyarakat.

Perwujudan kondisi yang kondusif dalam masyarakat.

Pembinaan kepegawaian.

Peningkatan kualitas aparatur pemerintah

Peningkatan kemampuan perangkat daerah.

Peningkatan kinerja pelayanan pubilik.

Mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas keagamaan
masyarakat.

Peningkatan pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal
dengan sistem ekonomi kerakyatan melalui pendekatan Agribisnis
dan Agro industri yang berbasis potensi lokal.

Menggali potensi sumberdaya pertambangan dan energi secara
optimal.

Penumbuhan dan pengembangan industri perdagangan dan melalui
pemberdayaan potensi perdagangan dan sumber daya secara op-
timal.

Meningkatkan fungsi koperasi sebagai sokoguru perekonomian
dimasyarakat.

Peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

Penjaminan kredit masyarakat dan bantuan permodalan.
Meningkatkan keterkaitan usaha dengan sumberdaya domestik.
Pemantapan infra dan supra struktur dalam upaya mendorong
kegiatan ekonomi.

Mengembangkan Sistem Informasi IPTEK, Komunikasi dan media
masa pelayanan publik.

Mengusahakan pengembangan, pembinaan, pemberdayaan,
pemantapan dan penyelamatan hutan.

Pengendalian pola-pola pemanfaatan SDA dan peningkatan kualitas
lingkungan hidup.

20. Mendorong..................
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Mendorong pemanfaatan lahan/wilayan kabupaten sesuai dengan
potensi dan kegunaannya.

Pengembangan Pendidikan.

Peningkatan kualitas keterampilan dan tenaga kerja.
Membudayakan hidup bersih dan sehat.

Peningkatan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat.
Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan
pelaksanaaan pembangunan.

Peningkatan pengawasan masyarakat.

B. Program Kegiatan

1.

Memasyarakatkan budaya hukum
- Menyusun dan menyempurnakan produk hukum daerah
- Melaksanakan penyuluhan hukum terpadu

- Peningkatan pelayanan catatan sipil

Pembangunan adat istiadat

- Pembekalan adat istiadat bagi tokoh masyarakat

- Penyelesaian sengketa menggunakan cara adat istiadat

Perlindungan masyarakat

- Penyediaan dan pelatihan pertahanan sipil

- Pengendalian kenakalan remaja

- Pemberantasan peredaran NAPZA

Pengawasan

- Peningkatan Pengawasan kegiatan Pembangunan

- Penerapan Sanksi dan tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
ganti rugi.

- Pengendalian proyek dan evaluasi program pembangunan

Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah dan pelayanan

publik

- Diklat Struktural.

- Diklat Teknik Fungsional.

- Pendidikan Formal.

6. Pembentukan.............
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Pembentukan dan peningkatan peran dan fungsi organisasi
perangkat daerah

Penataan dan penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja
(SOTK)

Melaksanakan evaluasi dan kajian organisasi perangkat daerah
Meningkatkan pelaksanaan analisis kinerja dan formasi jabatan
Membuat tata naskah Dinas sebagai acuan kinerja pemerintah
Kabupaten Batanghari

Orientasi legislasi bagi anggota DPRD

Peningkatan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat serta
pemerintah Kabupaten dalam penyaluran aspirasi

Penyediaan sarana dan prasarana

Pelatihan peningkatan kemampuan bagi anggota Badan
Perwakilan Desa

Penyediaan prasarana dan sarana penunjang

Penyediaan prasarana dan sarana aparatur pemerintah

Peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah

Sosialisasi Program Perencanaan Pembangunan, peraturan dan
perundang-undangan pelaksanaan pembangunan
Penyusunan Lakip

Peningkatan Disipiin, dan kinerja aparatur

Peningkatan kesejahteraan Aparatur dan Anggota DPRD
Standarisasi kualitas SDM anggota DPRD dan kelembagaan
masyarakat

Pembinaan kehidupan beragama

Peningkatan sarana peribadatan, pendidikan agama dan lembaga
keagamaan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas guru agama dan juru dakwah
Penyelenggaraan MTQ, hari besar keagamaan dan ibadah haji.
Pemberantasan buta baca al-quran.

Peningkatan peran dan fungsi bazis.

Peningkatan pendidikan agama di dalam dan di luar sekolah.
Pemberian insentif bagi pegawai syara’. guru madrasah dan
guru ngaji.

10. Peningkatan.............
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1.

12.
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Peningkatan pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal

dengan sistem ekonomi kerakyatan melalui pendekatan Agribisnis

dan Agroindustri yang berbasis potensi lokal

- Peningkatan pencapaian swasembaya pangan.

- Pembinaan, peningkatan dan pengembangan komoditas
unggulan.

- Peningkatan dan pengembangan produksi tanaman pangan dan
hortikultura .

- peningkatan dan pengembangan produksi peternakan.

- Peningkatan dan pengembangan produksi Perikanan

- Peningkatan dan pengembangan produksi perkebunan

- Peningkatan difersifikasi pangan dan gizi.

- Peningkatan manajemen pembangunan pertanian.

- Peningkatan dan pengembangan tenologi tepat guna/ teknologi
spesifik lokasi.

- peningkatan penyuluhan dan pemberdayaan penyuluh pertanian.

- Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia
pertanian.

Pengembangan agribisnis (PA)

- Perluasan areal tanaman perkebunan

- peningkatan dan pengembangan usaha / agribisnis pertanian
(Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan) dan perkebunan.

- Pengelolaan dan pemasaran hasil

Menumbuhkembangkan pertambangan dan energi

- Inventarisasi potensi energi dan sumber daya mineral.

- Mengembangkan dan pembinaan pertambangan rakyat

- Meningkatkan iklim dan praktek usaha pertambangan yang baik
dengan melaksanakan penciptaan iklim usaha yang kondusif,
menjamin kepastian hukum dan meningkatkan pengelolaan
lingkungan hidup.

- Mempercepat pembangunan daerah melalui penerimaan langsung
dari sektor energi dan sumber daya mineral.

- Menyiapkan peraturan daerah dibidang energi dan sumber daya
mineral.

10. Peningkatan..............
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- Peningkatan SDM dan penguasaan teknologi melalui
pemanfaatan pusat diklat dan pusat-pusat litbang Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menumbuhkembangkan industri

- Pelatihan dan penyuluhan Motivasi, ketrampilan pelaku industri.

- Peningkatan Teknologi pelaku usaha industri

- Penguatan modal pelaku usaha industri

- Pengembangan jaringan usaha antar pelaku industri

- Pengembangan jaringan informasi tentang industri

Pengembangan usaha perdagangan dan lembaga-lembaga

ekonomi

- Pemantapan sistim distribusi, komoditi perdagangan.

- Pembinaan kelembagaan usaha perdagangan.

- Pembinaan standarisasi mutu komoditi perdagangan.

- Pengembangan jaringan pasar tradisional dan pasar desa.

- Pengawasan usaha perdagangan dalam rangka perlindungan
konsumen.

- Penguatan permodalan usaha perdagangan dan koperasi.

- Penyelenggaraan promosi dan pameran potensi dan produksi
daerah.

Kemitraan swasta dan pemerintah

- Pengembangan informasi dan promosi program-program
pemerintah daerah.

- Penyiapan ‘peraturan kerjasama/kemitraan swasta dan
pemerintah daerah.

Pembangunan perkoperasian

- Pelatihan manajemen perkoperasian.

- Pembinaan kelembagaan koperasi.

- Pembinaan dan pengembangan pola kemitraan antar koperasi
dengan pelaku usaha lainnya.

- Pengawasan koperasi.

Peningkatan kemampuan keuangan daerah

- Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD).

- Intensifikasi pemungutan retribusi dan pajak daerah.
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- Penggalian potensi sumber pendapatan daerah.

- Penyuluhan retribusi dan pajak daerah.

- Peningkatan penerimaan daerah dari sumber-sumber bagi hasil
pendataan potensi retribusi dan pajak daerah.

- Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak
daerah.

Penjaminan kredit masyarakat (Avalis)

- Penjamin kredit masyarakat dilembaga keuangan secara selektif
oleh Pemerintah Kabupaten.

Bantuan Permodalan

- Bantuan penguatan modalan.

Kemitraan usaha kecil menengah dengan usaha besar

- Penyelenggaraan forum-forum temu usaha kemitraan UKM dan
Pengusaha Besar.

- Penyelenggaran diklat UKM dan anggota koperasi.

Pengembangan Pariwisata

- Inventarisasi dan pengembangan obyek-obyek wisata

- Memfasilitasi penyelenggaraan panggung seni dan pekan pesona
budaya terpadu dengan pemasaran produk andalan.

Peningkatan dan rehabilitasi dan prasarana perhubungan dan

telekomunikasi

- Pelaksanaan pembangunan, peningkatan rehabilitas dan
pemeliharaan jalan dan jembatan.

- Pembangunan peningkatan dan rehabilitasi fasilitasi transportasi
darat dan sungai.

- Memfasilitasi pembangunan fasilitas telekomunikasi.

Peningkatan pembangunan dibidang perumahan dan penyehatan

lingkungan

- Pelaksanaan pemugaran perumahan dan lingkungan

- Pelaksanaan pembangunan jalan setapak dan jalan lingkungan

- Pelaksanaan pembangunan air bersih

- Pelaksanaan pembangunan dan penyehatan lingkungan
pemukiman

- Penyediaan prasarana dan sarana kelistrikan.

24 Peningkatan................
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Peningkatan pembangunan dibidang irigasi

- Pelaksanaan pembangunan pintu air (DAM) dan saluran irigasi.

- Pelaksanaan rehabilitasi pintu air (DAM) dan saluran irigasi.

Pelayanan Investasi

- Menyusun mekanisme pelayanan investor yang cepat dan
murah serta berkepastian hukum.

- Melakukan pelayanan satu atap.

Pengembangan jaringan dan sistem informasi

- Sistim informasi manajemen daerah (Simda).

- Penyelenggaraan & keikutsertaan promosi pembangunan daerah.

- Penyediaan data dan Informasi melalui media cetak dan elekironik.

Pengembangan IPTEK

- Pengembangan teknologi tepat guna.

- Melaksanakan penelitian dan kajian di bidang ekonomi, sosbud
dan fispra.

Pembinaan dan pengembangan komunikasi dan mediamasa

- Pembuatan interaktif multimedia.

- Penerbitan Majalah Media Batang Hari, Berita Bergambar, Kliping
dan Buletin.

- Peningkatan penyiaran Radio Pemerintah Kab. Batanghari
(RSPD).

- Penyelenggaraan perpustakaan.

Pengembangan, pembinaan, pemantapan, pemberdayaan dan

penyelamatan hutan rakyat, hutan industri dan hutan kota

- Peningkatan pengembangan dan pembinaan kehutanan.

- Peningkatan pengembangan usaha kehutanan rakyat.

- Pembinaan kehutanan dalam kawasan hutan negara.

- Peningkatan pengamanan dan penyuluhan hutan.

- Pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur
kehutanan.

Pelestarian dan pengendalian lingkungan hidup

- Penghijauan dan reboisasi.

- Penanganan lahan kritis dan lahan tidur.

Sosialisasi.............
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- Sosialisasi dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.

- Peningkatan pengelolaan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu
(IPLT) dan limbah lainnya.

- Peningkatan gerakan K-3

- Evaluasi SDA dan lingkungan hidup.

- Penyusunan Neraca kualitas lingkungan hidup daerah (NKLD).

Peningkatan sarana pengelolaan lingkungan hidup

- Pengadaan peralatan pengelolaan lingkungan.

- Pembangunan sarana pertamanan.

- Penyediaan prasarana dan sarana kebersihan lingkungan.

Pengendalian pencemaran

- Penanggulangan pencemaran air, tanah dan udara.

- Kajian lingkungan hidup (AMDAL, UKL, UPL).

- Pemeliharaan hutan lindung.

- Peningkatan Wasdal LH.

Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah

- Reklamasi bekas galian Gol - C.

- Normalisasi sungai.

Penyehatan lingkungan

- Rehabilitasi drainase.

- Penataan lingkungan kumuh.

- Penataan sarana sanitasi lingkungan.

Penataan Tata Ruang

- Revisi RT/RW Kabupaten.

- Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota.

- Penyusunan tata ruang kawasan tertentu.

- Kerjasama perencanaan ruang antar daerah.

Pemanfaatan Tata Ruang

- Pelaksanaan catur tertib pertanahan.

Pengendalian Tata Ruang

- Sosialisasi tata ruang.

- Pengendalian perijinan dan pemanfaatan ruang.

- Penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah.

38. Pengelolaan ...........
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Pengelolaan Pertanahan

- Pemanfaatan sistim informasi geografis (GIS) dalam rangka
peningkatan pelayanan pertanahan.

- Inventarisasi status pemilikan tanah dan batas wilayah.

- Sertifikasi tanah masyarakat secara massal (Proda).

Pembinaan dan pengembangan pendidikan, pemuda, olahraga dan

kebudayaan

- Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan.

- Penataan kurikulum sekolah.

- Pengembangan kegiatan ekstra kurikuler.

- Penambahan tenaga pengajar dan penjaga sekolah.

- Peningkatan kualitas pengajar.

- Pengembangan pendidikan luar sekolah.

- Penyediaan buku-buku pelajaran, perpustakaan sekolah dan alat
peraga/media pendidikan.

- Pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga.

- Pengembangan dan pelestarian budaya daerah.

- Penyelenggaraan perpustakaan.

Peningkatan tenaga terampil

- Pelatihan dan magang.

Peningkatan kualitas tenaga kerja

- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan kerja.

- Penyelenggaraan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja
daerah.

- Pengadaan prasarana dan sarana pelatihan.

- Penetapan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.

- Pengembangan sarana hubungan industrial.

- Sosialisasi peraturan tentang ketenagakerjaan.

Promosi kesehatan dan peran serta masyarakat

- Penyuluhan kesehatan PHBS.

- Pencegahan dan pemberantasan penyakit.

- Promosi kesehatan.

- Pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan.

- Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

- Pengembangan sistem informasi dan penelitian kesehatan
masyarakat.

43. Pengembangan .............
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Pengembangan SDM dan prasarana, sarana dan perbekalan
kesehatan.

Peningkatan pelayanan kesehatan dasar.

Pelayanan rujukan dan rumah sakit.

Pengawasan obat, makanan dan minuman.

Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.

Perbaikan gizi dan kesehatan keluarga.

Penyehatan lingkungan tempat kerja.

Pemantapan sistem legislasi institusi pelayanan, tenaga dan
pendidikan kesehatan.

Pengembangan sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan.
Penyediaan tenaga medis dan para medis.

Peningkatan kualitas keluarga

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan
kesehatan reproduksi.

Meningkatkan ketahanan keluarga.

Meningkatkan ekonomi keluarga prasejahtera.

Meningkatkan peran institusi masyarakat pedesaan.
Meningkatkan sosialisasi advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi
dan Edukasi).

Mengoptimalkan pendataan keluarga.

Pembinaan kesejahteraan sosial.

Peningkatan kualitas pelayanan, bantuan dan rehabilitasi bagi
penyandang masalah sosial.

Penanggulangan bencana alam.

Perlindungan masyarakat.

Pemberdayaan perempuan.

Pemberdayaan masyarakat dalam penguasaan teknologi dan
transpormasi sosial budaya

Pembinaan Kecamatan.

Peningkatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan.
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
Pemberdayaan Wanita Pedesaan.

Pelatihan UP2K dan Dasawisma
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- Bantuan pembangunan desa dan Kelurahan
- Pendayagunaan Posyantekdes.
- Pengembangan Institusi Desa dan PSM PDP Pedesaan
46. Peningkatan peran kontrol sosial masyarakat dalam pengawasan
pembangunan
- Pembukaan kotak pos pengaduan.
- Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan
pembangunan.
- Membentuk forum komunikasi lintas pelaku pembangunan daerah.
- Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan
dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.
47. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan
perencanaan pembangunan
- Peningkatan kualitas Musbangdes (Perencana di Desa/
Kelurahan.
- Peningkatan kualitas UDKP.
- Pemantapan pelaksanaan Rakorbang di Tingkat Kabupaten.
48. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
- Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
secara swadaya. ,
- Penyediaan bantuan guna mendorong keswadayaan masyarakat
dalam pembangunan.
- Memberikan stimulasi pembangunan kepada masyarakat.
- Pelatihan dan pendampingan pembangunan.

BABV
PENUTUP

Dengan ditetapkannnya visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan
dicapai, dalam perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Batanghari
Tahun 2001 — 2005, hal ini merupakan keputusan yang mendasar yang
dinyatakan secara garis-garis besar, sebagai acuan operasional kegiatan-
kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Batanghari.
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Dalam upaya membangun sistem akuntabilitas dan kinerja, untuk
penerapan perencanaan strategis ini diperlukan proses penyusunan konsep
dasar pengukuran dan perumusan indikator kinerja.

Akhirnya dikemukakan bahwa, keberhasilan perencanaan strategis
ini bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, akan tetapi akan
banyak dipengaruhi oleh implementasi penerapannya.

Semoga perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Batanghari
ini akan dapat memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Batang Hari, bersama dengan
seluruh unit kerja, badan, dinas, kantor dan perangkat Kabupaten dalam
lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

BUPATI BATANGHARI
dto,

ABDUL FATTAH

MATRIK VISI, ..........



- 40 -

.......... Cmv‘_umxmc_cw_\/u N

eweBe uelele depeyls)
uejewebuad gAureybuius |y

ewebe
uelele depeyss)
jeyeledAsew
uelee}oy
ueyiexbuluasiy

jiignd ueuefeled

uep yejuuswad ueesebbusjahusd
sejljigeiunye ueypninmap
ueyeyuliawad esebbus|aAuad
injesede sejljeny eAuiexbulusiy
ueremebaday

ueldnjelad uep undisip depeyssl
uelebBuead jexbul eAuUNINUSB|A

siignd ueueAejad
e[ 1 8 U1y
ueieybulius|y

1eYeIRASEW WE|EP UBUWIEIIUDIDY
uep uebueusiay uexpninmaiy

1epensi jepe uexeunbbusw
1eyeieAsewIp ei1oybuas
uelesajgAuad eled eAujesbulus|y

1eveledsew
ya|o jepelns! jepe Uep wniyny
uesebbuejad 1ex6un eAuuninusiy

1eveledsewl
w e | B p
uellelUS}aY UEP
uebueusiay| eYaS
jepelisi  jepe
uep ueJnjesad
fjeejua w
Buekeyeledsew

eAupninmial |

jepel}si jepe
uep ueewebeay
sejlAlpe ‘wnyny
1sewaltdns
ueyjejbuiuap

b

SVYLIMVNAL3d
ONVA NAS NvA MIVE
ONVA HVINIG3NId
H370 9NNXNAald
NVIVAMNVYHIA
INONOX3I WILSIS
NVONIA NVINVLS3d
Sl sSsvgyd3dd
VI31IHVYIdS NVJd
[JIANVYIN ONVA [dVH
ONVLVYE NI LvdNgvHA
YANQNTMrNAMAE 3L

v

3

[4

|

NVHVSVYS

NvNIrnL

'S 1T N

'S T A

IHVYHONVLYE N3 LvdN8vA
SID3LVYHELS NYYNYONIYId NYHVYSYS NYA NVYNLNLISIN ISIAMIE LY




........ meymxmc_cm—\/_ .v

eseiehseway \exesehseu

iredeoip yepnw Gueh 1snquisip L LWouoHY o
walsis Injejawl uejepowsad eyesn BuoIopUBL
sosye efuyeBulueN 2 |ynjun uebuenay
eAuure ebequie| ueuelad

uebuenay ebequis| elss Isesedoy uep isuajod

isbuny uep uelad eAulesbulusiN 'l ueyjeybuiusin €

eAuule| Jopes
glos BYyesn elunp
sejApnpold uep
yeloep ynpouid
Buies ekep
ueyieybuluau
e } 1 © s
Jesed isejualiolsq
Buek esel eyaue
uep uebuebepiad
‘weullesayisnpul
uep yebususw

_41 -

esel e)aue uep ‘108 eyesnbuad
ebBue) yewnl bysnpul ‘yeBususwl ys|o eyesn ueBunxBuy
109y BYESN uee|ojabuad uebuede| saSX4E uesemenusq Bued
sendwewss eAuieyBulusiy | uexiebuluaiN ¢| wele eAep Jaquns
ew meuﬁmwcmgmc‘_
ueungaylad uep -ndo Bueh wee U e B uap
cmcmxcma.cmmeBma,cmEmtmg efep Jaquns IULIOUOYd uejelbey

lisey isynpoid ehuieybulusiN L phuuexieejuewliq 'L ueyieybulusiN ¢

_r\! b ¢ z ]




42 -

..... eAupninmia] "/

1eyeledsew ueside| yninies 16eq
yujawis eteoas Buepiq lebeqieqip
ueunbuequwad Isejuswnyop
uep Iseuliojul uebuief
eAubuequaieg uep BIpasIa] ¢

‘wnyny ueiseday| bjjjiwusw
uep ueledsuel; ‘1edso ‘yesnw
‘Uepnw Bueh eyesn eiunp 1beq
ueullilad Inpasold  eAueydioia] “|

Byesniag ynun
10}saAUl jeulw
Bunelusw exbuel
wejep eAuule|
101yes uep
yignd ueuehejad
‘B Yy B SN
elunp buepliqip
ISEWIOJUI SOsye
ueybuequsbusiy

‘lepewaw Bueh seyin
Blies eueleseld uep eueles
eAueleyl|adial uep eipasial |

‘ueyningey
uebusp lensas
uep eljeJow
BueA seyjn uep
yisl} eueleseld
ueyelpaduapy

INMN Hep yeleep ueewisuad
uep Isynpoud eAuyebuiusiy |

‘ueluwlouoyalad
uebuequabuad
depeyla} INMN
10}338 ISNgLUOoY
ueyieybulusy

v

€




-43-

Cruejebulusy g

yeuey ueyjijiwusday

wnyny snjels  eAusejar

esap
uep uejeweosy ‘usjednge)
yehejim sejeq uensedsy

Buenu eje} Buejus) yeisep
ueinjesad depeyls) 12yeiedsew
uelepessy eAupninmis]

Buenu uejeejuewad wejep
uenoe lebeges ueyeunbip jedep
Bueh snsnyy/njusiis) uesemey
uep yeAem Buens eje) eueousl
eAulses|eIS0SIa) UBp unsnsis|

wnyny
uelysedaylaq
bueAk ueyeueynad
uee|ojebuad
eyss Buequiaes
uep ISEIDS
Bueh Buen.
eje)} uexeldiousy

(ueweAu uep ‘uewe ‘yepu|
yisieq) I1sesss Bueh ueBunybul
sejl|ise} eAulynuadia]

uebunybuy uelewsouad uep
uexesnisy eAujjepusylia) elas
weje eAep Jaquins sejijeny uep
Isbuny eseyiswaw jeyeleisew
Uuelepesay ueyieybulusy

1uByS9|
BueA uebunybul
uesemey

eAupninmia] y

v

€




_44 -

..... uexieBulusiy ‘v

1eMeiehAsew |eisos
ueeJalyelesay eAuieybuluapy

1eyesedsew
ueleyasay ueuefejad eueleseld
uep eueles ‘sipsuweled ‘sipsw
ebeus) yejwnl eAuyequieliag

JexeleAseln Ip (SGHJ) 1eyss uep
yistaeg dnpiH nyejud eAupninamia]

1eyeledsew
| B 1 S 0 S
ueelajyelasay
UBp uejeyasa)
el el1ap
ueieybuluad

eAupninmis] ¢

‘ueeyesniad
uep yning Jejue siuow.iey
Buek uebungny eAupninmisl

‘lepeWwaw Buek ueyipipuad
1ex6ul} uebupas uipuew uep bules
eAeplaqg ‘Jipnpold Buek eliay
ebeus) yejwnl eAuieybuiusy

ndwels)
ebeus)-ebeus) eAuyequellag

Jesed ueejuiwiad
uebuap
lensas  bBuek
eliey ebeus)
ueyningay
ueynuauwad

uexpninma -

‘ueyipipuad eueles uep
eueleseld yejwnlefuyequenag

‘seyjenyaq
Bueh yipip epesad uep yipipuad
ebeus) yejwnl eAuieybuiusiy

ueyipipuad
selliueny
uep  sejleny

uelexbuiuad

eAupninmia]-

~—

uejeyasay
uep uejidweu)ay
‘uejiplpuad
sejljueny
uep sejljeny

ueyleybuluay-¢

v

€

14




ueunbuequwiad euep
ueeunbyeeAuad efubueinyiaqg

ueunbuequiad
w e | B p
jeyeledsew
uesemebuad
uep Isedisijed

eAupninmia] |

yesoaep
ueunbuequwad
uejeibay wejep
jejeledlseuw
utesemebuad
uep |sedisijed
ueyiyejbuluapy vy

e}los ueunbuequwad

isiBusw welep jexeledsew

eAepems eAuyesBuiusy |
v

€

14




- 46 -

..... ueMiebulusyy ‘g
VYZdVN uelepsiad
uesejuesaquwad ¢ 1eyelehsewl
efewsal uejeyeusy jeseledsew {w e | B p
ueljepusabuad g WwefepJisnpuoy  |ueweijualay

idis
ueueyeyiad cmg;w_m.a 1exelefsew bueh 1sipuoy uep uebueus}ay
uep cmm_bmxcma cmmCSUEtm& cmbs.—ug._ma._‘ cmv:oz.::Sw_\/_.m

~—
~—

JEPENS! jEPE Jepens! jepe

BIED UBMEBUNBBUBW uejeunbbusw
19y 0buss 1eyeleAsewp
uelesa|shusad 2 eyeiefsewl [ejeayBuses

1exeledsew w e | e p uelesa|akuad

lepensi jepe

yoxoy 1beq jepensi jepens! jepe (e 1 B 0

jepe ueleyaquad ‘| |UBUNBUBAWRd L| yeunbuequeay ‘| ekuiesbuiusyy ‘g
dis 1eyeledsew
uejeleo ueuekejed w e | e p
ueljeybuiuad ¢ UBwellualay
npedla) 4 uep uebueusiay
wnyny ueynjnAuad TeqelEAsEL BLISS Jepens! jepe]
ueyeuesye|a|N Z Yys|o  jepels] d ppeed]
Yelsep Jepe uep wnyny  |UEP UBJIMEIS
wnyny ynpoud wnny jepels| uesebbue|ad lyeejus w

ueyeuindweAusw  |eAepng  uey |jepeuepwmyny [} e ¥ B u |} |Buediexeredsew

uep unsnfuapy | |iedesedAsewsy ‘| |ueunBuequed ‘LleAuuninuspy ‘Llehupninmis]] |
9 g 14 € Z |
uejeiboy weibold ueseligay

ueleses ueninp ON

lleybueleg usjednge) sibsjelS eueduay

jepensi jepe uep ueewebesy seyAE ‘WnYNY Isewsaidns ueyiexbulusyy | ISI
[HVHONVYLVYE NI LvdNgavA
NVLVIOIN NVA NVEOOHd ‘NYMYIIGIN ‘NYHYSYS ‘NYNTNL MY LYIN




_47 -

SN EVES

(MLOS)
ellay eje} uep
Isesiuebio Jnyynis
ueeulndwaAuad
uep ueeljeusd

yelsep 1exbuelad
Isesiuebio
1IsBuny uep uelad
uejeybuluad
uep ueynuaquiad ‘|

yelseep
1eybuelsad
uendweuway
ueiyexbuiusd 'z

ueyneled

/SNSINY - sNsiny|
[BUWIOS UeNIpIpUad
|leuoisbun

Aluds ] 1ePIa
[BINNAS jeqIg

siignd ueueAejad
uep yejuliswad
Injestedy
BWSsI|BUOISa0Id
ueljeyBbuiusg

yejuuswiad
injeJsede
sejll|leny
ueyexbuiuadg |

ueyejuiewad
elebbuajahuad
Jnjelede sejljeny
eAuiesbulusy

‘ueunbuequad

w e s b o s d
IsenjeAs uep yakoud
ueljepuabusgy
16nJ1 nueb ueinjun)
uep ueeleyepusaqglad
ueuniun uep
Isyues uedelausad
ueunbuequad
uelel b ay
uesemebuad
uejeybuiusdg

uesemebuad ‘|

uelemebaday
ueeulquwad' |

ueremebaday
ueinmelad uep
ujdisip depeyisy
uelebbuejad
rebouiy

eAuuninuan-

=

lignd

ueuefe|ad eliauny
ueieyburuapy

9

g

14

€

14




- 48 -

..... ueynesd ‘g

eueleseud uep
eueles ueelpaiusy
Isesidse ueinjeAusd
wejep usjedngey
yejulisowsad
B119S 1e)eirAsew
uebusp Isejnsuoy
uep ISe)iunwoy
uejeybuius g
aydqa ejobbue 1beq
Ise|siba| IsejusiiQ
LeH

Buejeg usiedngey
yejuswad eliauny
uenoe rebeqas
seulq yeyseu
eie} 1enqusiy
uejeqel Isew.o}

uep elisury sisijeue
ueeuesye|ad
ueyjeqbulusay
yeisep

1eybuelad 1sesiuebio
uelley uep isenjeas
ueyeuesye|a "

9




_49 -

Clsesuepuels g

dddd
ejobbuy uep Jneidy
ueelssajyelasay
uejeybuiusg

Jnjelede
elisupf uep ‘udisig
uejesbulusg

disie ueunsniuay

ueunbuequiad
ueeuesye|ad
uebuepun
-buepuniad
uep ueinielad
‘Ueunbuequad
Ueeueoualad

weibolid Isesijeisog ‘|

yeseep
yejulilswad
injelede elisuly
ueleyburluay-

yejurswad
injelede eueles
uep euelese.ld
ueeipadluag

=

Buefunuad eueles
uep ueleseid

ueeirpakuag:-

~

Alignd
ueuedke|ad
e [ 1o Uiy
uejexbulusy

Ylignd ueueAejad
uep yejulswad
ueelebbusjaiusd
sejljiqejunye
uexpninmap ¢

'BSa( Ue|emiad
uepeg ejobbue
16eq uendweway
uejeyburiuad
ue ylilej|sd

8

9




..... uelexbuluad ‘g

sizeq 1sbuny uep

uelad uejeybuiuagd ‘g
ueinb-|e eoeq
BINg uesejuelaquiad v
ifey yepeq
uep ueewebeay
leseq ey 'OLN
ueeisebbusjehusy ¢
yemxep
ninf[ uep ewebe
ninB sejijueny
uep sejleny
uelexybuiusad ¢ 1exesedsew
ueewebesy ueewebeoay ewebe
ebequa| uep SElIAI}YE ewebe uelsele depeyia)
ewebe ueyipipuad ewebelaq eAubuequuasiiag uelele depeyla) jexelehseuw
‘Uejepeqliad uednpiyasy uep ynquwn uejewebusad Uuejleej)oay
Bueles uelesbuluad ‘Llueeuiquaed | Buoltopusy | eAuresburuapy | uesiexbuiuap
1eyeleAsew
ueebequwajay
uep aydq elobbue
Was Se}ENY
Isesilepue)s g

9




-51-

Ilebu nunb
uep yeselpew ninb
‘esehs lemebad 1Beq
Jjussul uelsqwad ‘/

yeloxas
Jen|ip uep wejepip
ewebe ueyipipuad
uejebuiusgd 9

9




52

..... uejexbuiusy '/

ueungaiad

'Sy npouJd
uebuequwebuad
uep uejeybuluagy
ueueuad isynpoud
uebuequwabusad
uep uejexbuluegy
‘ueeuwssiad 1synpoud
uebuequwabusd
uep uejexbuluay
FEINYINyIoy

uep uebued
ueweuey |1s)ynpoud
uebuequwabuad
uep ueieybuiusy
‘ug|nbbun seypowoy
uebuequwabuad
uep uejexbuluad
‘uUereUulquWa(
‘uebued
BpEBQWSaSEMS

ueungsylad
IS¥npougd
uep ueueyiiagd
‘ueyeulalad
‘ue buegy
ueweue| Buepiq
(dMd) uebued

[exo] Isusjod
siseqJaq buek
lisnpul oiby
uep siusiquby
uejeyspuad
Inje|auw
ueljehye.ay
lWwouoys
wsis uebusp
jewndo eieoss
ueluejllad
ekep Jaquins

ueungayuad
uep ueueyliad
‘ueyeulslad
‘uelueliad

lew

-ndo Buek weg

lieybuejeg usjednaey| sibejelis eueduay

ueredeousad |ueueyejey |uejeejuewad |jisey |synpoid eAep squins efu
uejexburusg ‘j|ueieybuiuad ‘| ueenbuiuag ‘LledureyBuiuayy e I
9 g 4 : - f
uejelboy| welboig uexefigay ueleses uenfn | ON

ueBunyBbul uesememiaq Buek weje eAep Jaquins ueyyeejuewaw uebuap Iwouose uejeibay uespexBuiusy : Z SN




=53 =

Cueueed

silusiqube / eyesn
uebuequabuad
uep uejexbulusyg
ueungsyad

ue weue.)
|esale uesenjiad

~—

(vd) siusiqube
uebueqwsbuad 'z

‘ueluepad eisnuell
ehep Jjequins
uebuequoebuad
uep uejeybuiusd
ueluepad yninAuad
ueedeplaquad

uep ueyninAusd
uejeybuiuagy
‘1sexo|

Alyisads 1Bojouysy
/ eunb jeds) |Bojous)
uebuequaebuad
uep ueyeybuiuad

uelueuad
ueunbuequad
Uswasleue w
uejeybuiusdg

1216 uep
ueBued 1sexyisiayp
uejeybuiusgy

b

0ol

L

9




54 -

..... ueunbuequwad

jedsoltadwoap
dnpiy uebunybur
ueejo|abuad
ueyieqbulusw uep
wnyny ueljseday
ulwelusw ‘Jisnpuoy
Buek eyesn
w1l ueeydiouad
ueyeuesye|aw
uebuap Jieq
bueA uebuequepad
eyesn yapeld uep
w1 ueyjesbuiusiy
1eAyel
uebuequellad
ueeuiqwad uep
ueybuequwabuay
‘|lesaulw eAep
Jagwins uep IBlsus
Isuajod ISeslBIuUaAU|

=

1Bisus uep
uebuequeysad
ueybueq
wayynquinuapy

—

‘lewndo eieoas
1Biaus  uep
uebuequeyad
e A e p
Jaguins isusjod
rjebbusp z

isey uesesewad
uep uee|o|ebuad

‘ueungeylad
uep (ueueylad uep
uexeuis}ad ‘uebued
ueweue] ) uejueylad

9




-55-

S jbojouse ]

uejeybuiuag

‘uysnpul
nyejad uejidwe.liay
‘IseArnl}on
ueyninfAuad
uep ueynelad

1isnpul
ueybuequay
ynquwnusiy |

Inje|a w
uebuebeplad
liysnpul
uebuequisBbuad
u e p
ueynquinuad

b

yewnl Lisnpul
‘yebususuw
1198y eyesn
ueejo|abuad
uendweway
eAuyeyBbulusy

-~

R
eyesnbuad ys|o
eyesn uebuede)
sosye uey
1eqbuiuspy

IZENM
efeq Jaqung uep
1Bioug uswapedsg
Bueq jesnd
-jesnd uep jepyip
jesnd uejeejuewad
Injejaw 16ojouya)
ueesenbuad uep
Nas ueieybuiuad

‘less

-ulw ehAep Jaquns
uep 1618us Buepiqip
yelsep ueltnjelad
ueyderAua |y
‘lessuiw eAep
Jaquins uep 1biaua
Jopes ep Bunsbug
ueewllauad
Injejaw  yelaep
ueunbuequad

9




-56 -

..... uebuequebuayd

‘uebuebepiad
31 p O WoYy
ninw Isesliepuels
UueeBUlqW®?Sd

‘uebuebepiad
eyesn ueebequia|ay
ueeulquwad

‘uebuebepuiad
JIpowoy ‘Isnquisip
wisis uedejuewad

Iouoxa
ebeqguwa,|
-ebequwa,|
uep uebuebeplad
B Yy B s n
uebueqwabuad °Z

1ysnpui Buejusy
Isewlojul uebuef
uebuequwabusy

eAuuig
lo}es  euses
ByesSNn elunp
Se}InIpnpold
u e p
yesaep ynpold
Bules ehep
uexiexbulusw

11snpul nyejad elles Jesed
Jejue eyesn uebulel ISelualiolaq
uebuequwabusd “lewndo 6 u e A
ysnpul Beleoas ehep ese[ exsue uep
Byesn nyejad laquins uep uebuebepiad
lepow uejenbuad uebuebeplad ‘ueuilelay
Lysnpul eyesn Isusjod eseleyaue frdysnpul
nyeljaed 160jouyal ueekep.aquiad uep ebbuey uep yebususw
9 g 1% € c




cwvzmxoc_cm_\,_ e

yesaep J_

yejupiewad uep
BISEMS UBEJ}IWSY
/eweseliay
ueinjesad uedelhuay ‘7

yeloep
yejurlswad welboud
-weiboud 1sowoud Yejuswad
uep ISEWJo Ul uep ejsems

uebueqwebusy | |UBEIIIWEY ¢

‘Yeusep Isynpol uep
Isusjod uesawed

e uep Isowoud
5 ueelebBusjehuay s
Isesadoy

uep uebuebepiad
eyesn uejepowJad
ueljenbuagdg
"uswinsuoy
uebunpuijad exbue.
wejep uebuebepiad
eyesn uesemebuay ‘¢
‘esap
lesed uep [euoisipey;
Jesed uebupief
uebuequwabuay 'y

9 g 74 ¢ z 4_‘1_




_58 -

......... ueyninfusd v

yelaep
uejedepuad jaquins
isusjod uelebbusd

yeleep
seled uep I1snglial
ueinbBbunuwoad
Ise)ljisusiu]

(anna)
yeised AN
eyesn uepeg eped
yelaeQ yejusulad

jepow ueepsAuad ‘|

yesaep uebuenay
uendweway
uejeybuiuad g

yelaep
uebuenay
ueejo|abuad
ueieybuiusad ¢

1seladoy
uesemebusd
_AUUIE|

gyesn nye|ad
uebuap Iseladoy
Jejue ueeljuey
ejod uebuequisbusd
uep ueeuiquad
1selodoy

ueebequwa|sy
ueeulquwsd

‘ueiseladoyiad
uswoafeueuw
ueylie|sd

ueisesadoyiad
ueunbuequad ‘|

1eyeleAsewp
uejwiouoyalad
n 1 n b
oxos Iebegss
Isesadoy Isbuny
ueyieqbulusin

eAuule|
uebuenay
ebeqguwao|
e119s Iseladoy
IsBuny uep uelad
eAuieyburiusiy

1eyeledsew
ILUOUOY3 ByESN
Buosopusuw
ynjun uebuenay
ebequa]
ueuelsad
uep Isuajod
ueyiedbuiusiy

9

S

1%

€

[




-59.

" ueelebbus|shusd 'z

lesag eyesnbuag
uep AMN
ueeljjway eyesn
nwes} wnloj-wni
-0} ueesebBusjaiusy

Jessq
eyesn ueBuap
yebuausw |08y
BUESN UBBIJIWSY

~—

Hlisawiop
ehep Jjaquins
uebuap eyesn
uejleylialay
uexiexbuiusiy |

NMN
lep  yelaep
ueewllauad
uep Isy)ynpoud
eAuieybuiusy

=

"uelwouoysiad
uebuequwabuad
depeyisl WMN
1OP{8S ISNQLIUOY
uediexbuiusy

uejepouwlsad uelepouiad
ueyenbuad uenjueg uenjueg g
usSjedngey
yejuillswoad
Us|o JI3¥8|8es eiedss (slleay)
ueBuensy ebequua|ip 1eyelehsew
leyeleflseuw } L p o8 1 oy
Hpaly ueulweluad ueulwelusd |

uejepowlad
uenjueq uep
1eyelzfAsew
PLop e oy
ueulwelusyg |

‘1exeledseway
ledeoip yepnuw
BueA isnqusip
wajsis Injejaw
uejepowlad
S 8 s Yy e
eAuieybuiuay

UeTSEp
seled uelebbBuejad
depeuylJ o)
wnyny ueyebauad
ueyieybuiuspy

.yelsep yeled
uep Isngual Isusjod
ueejepuad |isey 1Beq
Jsquuns-iaquins liep
yessep ueewliauad
uejeybujusgy

yetsep Meled uep
Isnquial ueyninfusy

9




-60 -

_______ ISe}IlISejWBIN €

lebuns uep

leJep iseyodsuely
sejljise} sejljigeys
uep ueieybuiuad
ueunfBbuequad"
‘ueyequial uep

uelel ueeseylpwad
uep Isejljigeysy
ueleybulusd
‘ueunbuequad
ueeuesye|ad"’

o=

ISEXIUNLUO} S|}
uep uebungnuJad
eueleSEl(d
Isejljigeysy
uep ugeybulusd ‘|

JUIoUOND
uelelbay
buosopuauw
e A e dn
wejep inpjniis
eldns uep eJjul
uebuequiabuad
u e )
uedejuewad

b

lepewal
Bued seynn
elies eueleseld
uep  eueles
eAueleyladia)
uep eipasial

l

‘ueyniNgay
uebusp 1ensas
uep ejelsul
bueA seynn uep
yisly eueleseld
uexelpalus|y

UE[EPUE SNpoId
uelsesewad uebusp
npedia} eAepng
euosad ueyad
uep 1uss bunbbued
ueelebbusjaiuad
Iselljise]Wa N

BIESIM
yahgqo - yahkqgo
uebuequabuad
UEP ISBSIIBJUBAU|

BlesimLEd
uebuequwabusd ‘g

Isesadoy ejobbue

UED AIMN PP
ueelebbus|alusay

9




-61 -

........ ueinjes

uep (WNva) dre
njuid ueunBuequad

UBBUEBSYE|Bd

2

1sebu Buepiqip
ueunbuequad
uejeybuiuad ¢

UeNUISI|oY BUBIES
uep eueseseld
ueelpasdhusd

uewnwad
uebunyBuij
uejeyshusad
uep ueunbuequead
ueeuesye|ad
yisisq

Jle ueunbuequwead
ueeuesye|ad
uebunybu

ueel uep yedejas
uelel ueunbuequwad
ueeuesye|ad
uebunybul

uep ueyeuwn.iad
ueltebnuwsad

ueeuesye|ad:"

uebunbul
uejeysiuad
UEep ueyewniad
Buepiqgrip
ueunbuequad
ueleybuiuad g

IS IUNWOY 3|3}
Ssell|llsey
ueunbuequwead
IselljisejWap

9




-63-

....... Isejlliqeysy p

‘elebau
ueiny  uesemey
Werep ueuejnyay

uebunyBu
uelewsouad

UBBUIqWad ¢ 103 uejny uep uexesniay
tedyey uep ysnpul uepny UBINY T efuljepusyie)
UBUBINyaY eyesn lefyes uejny uejewe|sfuad BlSS Wwele eAep
uebuequobuay Uejewelafuad | e P laquins sejjeny
uejeybuiuayg z|u e P |uedejuewad uep 1sbuny
.Cmcmtﬁ‘_m! Cmm\AmULmDE@Q ,Cmm\AmUl_wﬂrch eley lfoawaw ..Cm«wm_
UBBU|IquWSs(4 ‘uedejuewasd ‘Ueeulqued lexelehseuw Buek uebunybuy
uep uebuequaBusd ‘ueBUIqWad ueBuequabuad Uelepesay uesemey
uejexbuiusayg | ‘uebuequiabusy uexeyesnbusyy | ueiexburuapy -y eAupninmia]|
(ddsy)reybueieg
‘GBM yejulisway
olpey uelelhuad
uejexbulueyg ¢
unsing uep Buidyy
Jequeblag Blliag
‘Heybueleg eipapy esew eipaw
Yelelepy ueyqususy 'T| Uep Isexunwoy
elpawinw uebuequwabuad
#PeISiUrUBleNquIsd | | uep ueeuiquayg
Bueleseud yisiy
uep edepnq |ejsos
‘Iwouoys Buepiq 1p
9 S b € z |




-64 -

....... Isenjeang ‘g

€-M uexelsb
uejeybuiuey
eAuure)

yequi uep (114p)
npedis] yequiq
ueyejobuasd Isejesuy;
ueejo|jsabuad

uebunyBu
yewe. Buek
16ojouys) uedesouad
uep Isesjejsog
ANpi ueye| uep sy
ueye| ueuebueusy

Isesiogay
qu uenefiybusy

uejexburusg-

~

dnpiy uebunyBu
ueljepusbuad
uep uenejsajay

dnpiy
uebunybui
Sell|leny
ueyiexbuiusw
uep vas
uejeejuewad

ejod-ejod
ueyliepusbusyy

~

(ueweAu uep
‘Uewe ‘yepu
yislaq) Iseliss
BueA ueBunybuy
SElljisey
eAulynuadis| c

‘ueueinysy injelede
eAeplaquwns
uebuequwebusad
Uep ueeulquagy

‘uelny ueyninAusd
uep ueueweBuay

ueny IseAIasuoyy
UBD Isejlligeyay

uejeybulusgy-

S

v

9




-B65 -

T Iseyjiqeysy v

HI
|epsep ueeybuiuad
Bunpui

ueiny ueeleyiswad
(dn

TN IVay) dnpiy
uebunybul ueiley
eJepn uep yeue)
lle uelewsouad
uebue|nbbueusy

~

uelewsouad
ueljepusbuad ¢

uebunybui|
ueyisiagey eueles
uep  eueleseud
ueeipadusd
ueuewepad eueles
ueunbuequad
uebunyBu
uee|jo|abuad
uejle|elssd
ueepebusd

dnpiy uebunyBui
uee|o|abuad
e U®e.les
uejeybulued g

(AMN) yelsep dnpiy
uebunybuil seyeny
BoBISN UBUNSNAUSY
dnpiy ueBunyBbui
UEep vds Isenjeazg -

9




-66 -

ueulfusd

uellepusbuag-

Buen.

eje}  Ises||eisog
ueyeuepad qius)
Jnjeo ueeuesyedd

c

Bueny eje|
ueljepusbusd ¢

Bueny eje|

uejeejuewad 'z

yelsep Iejue
Bbuens ueeueousiad

jeyelehAsew
uelepesoay
eAupninmia|

Buen.
uejeejuewad
w e | e p

uenoe iebeqas
ueyeunbip

Tmese TU@MM v jedep Bueh wnyny
uesemey Bueny ‘eAuueeunBey | snsnyy/njusps)  |uelysedaylaq
eje} ueunsniAued ‘g uep [susjod |uesemey uep |buedueyeueynsd
210y Bueny uebusp lensas yehem Buend uee|o|abuad
ele| BUBOUSY usjednagey el eueousl eyas Buequwias
ueunsniAusagd 'z yeheimjueye| eAuises||elsos.s) uep ISelss
usjedngey Bueny  |uejeejuewad |u e p |Buek Buen.
MY/LY ISInDY | Bjel Ueejeusd 'L|Ibuolopuay ‘L{UNSNslia ] ‘||lewrueyediousyy
uebunybuliselues
BUelIBS UBBlBUSH ‘¢
ynwiny
uebunybulj ueejeusy ‘z
sseulelp uebunybull
Isejljigeyoay | UBIBYSAUSY g
lebuns |ses|jewopn ‘g | YBUE}ISBAISSUOY
D - 109 ueleb uep ueye|
seMeq Iseweyay || ISElIqBYSY ¥
9 g 1% @ Z




-67 -

(epold) jessew
Bled8s jeyeliedsew
yeuey Isejljijies
yehe|im seyeq

uep yeuej ueyljiwad
SNJE}S ISeSIIBJUBAU|
‘ueyeuepad
ueuedhe|ad
uelyeybuiuad

yeuey
ueyljiwaday
w n 3 ny
snjeys eAusejer

esap
exbues weep (S19) UBp UBJeWEDSY|
syelbosb Isewlojul ueyeuepad ‘usiedngey
wysis uejeejuewad uee|o|abusad ¥ yeAlej|irm
yeue; uejeejuewad sejeq uensedsyy
uep ueeunbbuad Buenu
ueqglriiausd eje} bBueyusy
Buens uejyeejuewsad yelsep uelnielad
uep ueulfiuad depeyilal

9 S €




..... UBBUIqWSH g

68 -

uexiprpuad
eBlpsw/ebelsad
le|e uep ye|oyas
ueeyejsndiad
‘ueselelad  nyng
-N3YNg ueeipakusd
yejoyes

Jen ueyipipusd
uebuequabusy
Jefebuad sejijeny
ueleybuiusdg
yejoxes ebeluad

uep JeleBuad
ebeus) ueyequieusy
Js|nyLINy

BlIsdse uejelbay
uebuequwabuay
yejoxas

Wn|nNXLINY ueejeusd
ueyipipuad euelies
uep euelese.d
ueunbuequad

ST

ueeAepngay

ebeiye|o

Bpnuwsad
‘ueyiplipuad
uebuequwasbuad

e p

ueeulquwad

UENIpIpUBd ue
buequabuay

ueyipipuad
eueles uep
eueiese.d yejwn(
eAuyequieliag
sejlenyiaq bueA

ellesad
Alpipuad

ebeus) yejwnl(
eAuieybuius

ueyipipuad
Selljueny
uep  seljeny
uejeybuluad
eAupninmia ]

9

S

g

[4

uejelbay

welboid

lieybuejeg usjedngey) sibejelis eueousy

uelesesg

uenln|

ON

uejeyssey uep uejidwenay ‘ueyipipuad sejjueny uep sejjeny uexiesbulusiy ¢ SN




-69 -

ebeus)

|elsos ueulwel
uep ueyednbBuad
wajlsis uedejausd

ueynelad eueles

uep eueleseud
ueepebusad
yeltsep elioy

ebeus) ueeuesualad
uep ISewlojul Wwajsis
ueesebbuajshuad

eliey uejidwelaley
ueyneljad seyjueny
uep selljeny
ueljeybuiuad

—

elioy
ebeus) sejljeny
uejexbuluag

o

buebew
uep ueylie|ed

[IdweJs) ebeus)
ueleybulusg

«—

elioy
ebeus} uep
uejidwelsiay
sellleny
ueyeybuiuag g

ueeyesniad
uep yningelejue
SITuouwiley
Bueh uebungny
eAupninmia]
lepewaw

BueA ueyipipuad
1exbuny uebusp
lipuew  uep
Buies ehepisaq

Jesed ueejuiwiad
uebuoap
lensas  buek
eliey ebeus)
ueyningay
ueynuswad
uedpninmapy

ueeyelsndiad

uesebbua|shuad ol

yelsep

eAepnq uele)ssjad
uep uebuequabusd
ebelyejo

uep epnuwad
uebuequwoabuad
uep ueeulquad

9

‘J13Mnpoud

Buek eliay

efeus) yejwnl

eAureybuiusy
dwels)

ebeus)-ebeus)

eAuyequellag
€




-70-

eAhuyequiensg 'z

1eyeleAsew
uejeyssay uenijsuad
Uep ISew.oul Wajsis
uebuequabuag
1eyeledsew
Uuejleyasay
ueeleyljaswad
ueuil we[
uebuequabusy
uejeyasay
Buepiqip 1eyeledisew
ueekepliaquad
‘uejeyassy Isowold
‘Ieluad
uesejuelsaquad
uep ueyebaouad
SHHd uejeysssy
ueyninAuady

1eyelehsew
e}jlssuelad
uep uejeyssey
IS O W ol

1eyss
uep  yisiagqg
dnpiy ue
eAepnqualy

—

1esjeiefsely
Ip (SGHd) 1eyss
uep yisiag
dnpiy nyejuiad
efupninmis]

e

1eyeledsew
| 8 1 s 0o s
ueelajyelosay
uep uejeyasay
yeleusap
uejexbuiuad
eAupninmis|

ueellayebeus)ay
Buejusy ueinjelad
Isesi|elsog
[eLysnp

-uj uebungny eueles
uebuequweabuay
elioy ebeus)

9




S71 -

o eAuleybulusiy ¢

"sipaw
eled uep sipsaw
ebeus) ueeipaiusd
ueleyassy
ugeyaqgiad uep
eueleseld ‘eueles
uebuequwabusd
ueleyasay
ueyipipuad uep
ebeus) ‘ueuele|ad
Isnyysul 1se|siBa)
wajsis uedejuewad
ellay

jedws) uebunybul
ueleyaAusd
efienay ueyeyssay
uep 16 uexleqiad
Jenuaw yyeAusad
uesejuelaquad
uep ueyebsouad
uewnuiw
uepueueyeuw
1eqo uesemebusd
IMes yewny uep
ueyniny ueuehelsod
Jesep uejeysssy
ueuehe|oad
ueleybuluad

‘uelBYSSY
uejeyaqlad
uep ‘eueleseled

uep Was
uebuequisbusd

b

1eyeieAsew
ueleyoasay
1elestap
uep ueuekelad
ueleybuiusd

=

1eyelefsewl
ueleyasay
ueuede|ad
eueJleseld

uep euUBIES
‘sipaweled
s 1 p o uw
ebeus) yejwnl
eAuyequieysag ‘¢

9

S

1%

€




72 -

Isejlligeya.

uep uenjueq
‘Ueuefejad sejijeny
ueleybuiusgy
|eisos ueelsiyelosay
UBBUIQWSd
eblenjey ueejepusad
ueyjewrndobuay

(Isexnp3
uep ISeWJOoU|
‘Isejiunwoy)
31 uep

ISE)OAPE ISESI|BISOS
ueyiesbuiuap
ueesspad
1exeledsew isnysul
uelad uexyexBulus|y
elsyyeleseid
ebienjay 1Wouoys
ueyiedbuiusp
ebien|ay ueueye)ey
ueyiexdbuiusp
IS¥npo.idal

uejeyssey uep gy 1eyeleisew Jexeledsew

ueuefejad seyjueny | B 1 s 0 s | B 1 S 0 s

uep Se}leny eb.en|ay sejiieny ueelsjyelosay ueeisiyelasay

uexiexbuluep | uejeybulused || ueyeybuiuay | eAuiebuluspy
9 g 14 €




-73-

uelsadieg ‘7

ueesapad
ddd WNSd
uep esaq Isnyisu|
uebuequabuad
‘sapyajueisod
ueeunbelepuad
ueyelniay) uep
esap ueunbuequiad
uenilueg
ewisimese
UED McdNn ueylead
el
ueekeplaquad
‘Ueyeln|ayj/uepesaq
ueedeplaquad
uejedburusy
"uejeWEDDY
ueeulquwsd

efepnq [e1sos
Isewlodsuel)
uep 1bojouys}
ueesenbuad

w e | B Pp
1eMeleAsew ue
eAepiaquad

KN

uendwaiad
ueedepiaquad
1eyesedsew
uebunpuljlad
wleje eueoUaq
uebuenbbueusay
[BISOS ye|esew
buepuehusad
1beq Isejljiqeyal

L

0l

9




-74 -

Y ISIN

1exeledsew
YOY01-yoxyo0}
uexieqiaw uebusp
ueunbuequwad
uejeibay 1senjeas
uep uellepusbuad
ueynyej|sp

yeleep
ueunbuequwad
n 3 e | 8 d

SEJUI| ISBYIUNWOY
WwnJoy ynjuaguwsiy
ueunbuequiad
ueeuesye|ad
uesemebuad
wejep jexeledsew
uexjieqrl|s|n
uenpebuad so
3BJOY ueeynquiad

ueunbuequad
uesemebuad
w e | e p
lejelehsew
[EISOS|0JJUOY
u e 1 o d
uejeyburuad

x—

1eyeledsew
uesemebuad
uejeybuiuag

‘ueunbuequiad
| I s e y
uedjeejuewasw
B )} 1 9 s
ueeuesye|ad
Isemebuaw
w e | e p
jeyelehsew
ebeqguwo,
eAuisbunyjiaq

uep uelsdiag ¢

9

g

14

€




ueunbuequiad
uebuidwepuad
uep ueylle|ad v
1exeledsew mbmamu
ueunbuequae
Ise|nwilils
cmv_:mgemﬁ o
ueunbuequs
wejep 1exeledsew
ueeAepemsay
Bfuosopusw eunb
uenueq ueeipafusd z|  ueunbuequad
eAepems eieoss ueeuesse|ad
ueunbuequwad U e o
welep isedisipediaq _ p
ynun jexesedsew ieyeledseuw

12 IseAnllowa N ||ueekepiaquad g ueunbuequiad
uajedngey 1ex6ul | e u e p
Ip bueqiodey ueunbuequiad ueeunbyejeAuad
cmmcmmxm_ma. ueunbuequiad ueeuesye|ad eAubueinyliaq
ue memfﬂw%__m:ﬂ €lueeueoualad u e p e } 1 8 s ueunbuequiad
uejeybujuagd zjueunsniuad ‘ueeueoussad ueunbueqwad |w e | B P
(ueyeiniay w e | B p w e | e p Isibusw wejep 1eyelehsew
\mmmombmcmocmLon_v jeyelehsew jeyeiehksew [|ieyelsedsew |uesemebBuad
mwmbyr__wngmmhé rsedisiylied Isedisiyied eAepems uep Isedisijied
uejeybuluag ‘Llueieybuiuad - L|buoiopus iy L|eAuiebuiusiy “leAupninmis]| |
9 S 14 € 4 |
uejelbayy weiboid uexeligey o Lening -

1leybuejeg usjednge)| sibsjel}S eueousy

yessep ueunbuequiad uejelbay welep jeseiedsew uesemebuad uep isedisiued ueyiexbulusiy © v SN




=76 -

......... nnyBusw

bueA injeiede Ssejussiad eAulbbur upjewas

[eanyynuys ueyipipuad nyibusw BueA injesede
asejussltad eAulbbun upjewss

ueyejuuswad
eiebbusjakuad injesede

Injelede jew.o; ueyipipuad exbue eAuiesBuiusyy - | Seleny eAuexbuiusiy g
njelede
udisip uelebbuejad jeyBun eAuuninuspy - | YeILBWa ueelebbusjahuad Aijand ueuehelad
‘uelsebBue ueiooogey 1exBUl BAUNIOOY URWSS - | SBHIIgeIUnye eAupninmis] | ellaunf uexyesBuiusy ¢
VZdVN Jeqiis)
BueA ielejaduep elews. ssejussiad eAuninusyiy ‘1eyeledsew
‘Seluqiey buepiqip | wejep ueweljusey uep
jexeredsew  sedisiued eAuyexbuiuspy - | uebueusey uespninms|y ‘¢
‘Jepens| jepe
ueseunbbusw yexeledsewip
Jepensijepe yeiemeAsnw injejew | ejoybuss ueless|afuad
eje)buss uelessjafuay eAuiexbuius|y - | eseo eAuieyBuiusiy z

TS UETeTED
Epje-epe ueyijiwadey exbue eAuieybuluspy

wnyny uebusp

lensss uesebbuejad uelessjahuad eAuieyBuiusyy

Jexeledsew ys|o jepens|

}epens! jepe uep
cm‘_jpm‘_ma lleejuawi

[euiwiLy exBuy eAuuninusiy - | jepe uep wnyny uelebbuejad | Buek eyesehsew
Aljuoy eybuy eAuuninusy - [ 1eybun eAuuninusiy “LfedAupninmia] |
€ 14 )
JOLVYMIANI NYHVSVS NVYNrNL

Jepeqs! jepe uep ueewebeay se)APE ‘WnyNy ISEWaIdNs uexeyBuIus|y

[HVHONVLYE NILVdNEVY NYHYSYS NVIVdYONId

- LISIN

LIOUVL NVA NVIISYHYIFIN HOLVYMIANI ‘NYHVYSYS ‘NYNrAL MY LY




77 -

ueunb

- BoB( BINQ 8sejuas.iad eAuuninusw uewss
segaq xas jeql|48}

BueA Jelejad uep elews. asejusastad eAuuninusiy
ewebelaq

Jewn Jejue uep Jajul ueunyniay eAujesbulus|y
yiyeIsn|\ epeday 1e)ez ueinjeAusd uejeds)ay
(1exez

ueltefequad) Mezny exbue uexiexbulus|y

‘ewebe ue.iele depey.s}
uejewebuad eAujexbuluspyy |

‘ewebe

uelele depeyls

1eseiefsew uejee}oy

ueyieybuilus |\ g

ignd ueuehe|ad isesiepuels depeyial
1eyeledsew uenyelabuad eAulbbun unewss

yiignd ueueAejad isesiiepue)s eAuunsnsia]

Buelunuad
eueleseld uep eueles eAuelpasia} UpDeEWaS

Wiignd ueuelejad elisuy eAujewdo upeluss

ignd ueuefejad uep
ueyejuswad esebbusjaAusd
sejljigeiunxe uelpninmaiy ‘¢

[euoisbuny/siuxa} ueipipuad pnyibusw

€

[4

b

JOLVMIANI

NYHdVYSVS

NVYnrnL




-78-

ISBIUS1I0.aq

elisx ebeus) yejwnl eAuiesbuiuspy

uelenfuad exbuy eAuiesBulusyy

uelepowllad eAuieybuiusiy

ueliseybuad eAuieyBuiusiy

1ozW(Q ehluieybuiusiy

eseleyaue
uep ebbue) yewnu ysnpul
‘1eMeledsew ‘yebususw
uep [109y eyesn uee|ojsbuad
uendweuwiay eAuiebuiusiy ‘|

Bued esel eysue
uep uebuebepiad
‘ueuilessy/iysnpul
uep yebusuaw
1108y eyesnbuad
yajo eyesn uebuede

sasye ueyeybulusyy z

eyesn Buepiglad eyesn jun ueynquinpay

‘uebuebep.ad
uep isnpul B}Ios
‘IBisus uep ueBuequeyad
‘ueueinysy  ‘ueueyliad
‘uedeulsiad ‘uejuellad
Buepiqgip eyesn jun-jun
eAubuequissiiaq uepynquing ‘gz

ueungayiad
Jopes gns yequiey 1ejiu eAuyexBuiuspy

ueungaxladisynpold eAUIBYBUIUS ||

ueungeyJad [eale sen| eAujeybuius)y

ueluellad J0pas yequiey [e[IN eAueybuiusy

uelueyplad yninAuad seynie eAujesbuiusy

ueueuad [isey Isynpoid eAuiexBuiuspy

uexeulalad |isey isynpoid eAuexbuiusyy

uelueyad [isey 1synpo.d eAuyeyBuluspy

ueungaxlad uep ‘ueueyad
‘uedeulslad ‘ueluejsad
llsey isynpoud eAuyexBuluspy |

lewndo eljeoas
weje ekep Jaquins
eAuueyieejuewiq |

€

c

L

uebunxbui) uesememisq Buek efepiaquins uexyeejuewaw uebusp 1wouoy3 uejeiBay uespesBuuayy | Z ISy




-79-

........ isebu -

Iseylunwoys|a) -

uexisiiay -

Isepodsuel| -

J1eyeleAsewpignd ueueke)

eueleseld uep eueles yejunp eAuiesbuiusiy

‘lepewaw BueA seyjin
B}I9S eueleseld uep eueles

eAueieyijadis) uep eipasial -

‘ueyningay
uebusp lensas uep
ejelaw Buek seyin
uep yisij eueleseld
ueyelpadAua |

ejdey Jad ueiedepuad eAuiesBuiusiy -

ayad eAuieybuiusy -

‘Yelssep ueewsusd

uep Isynpo.d eAuiexbuiusiy -

uelwouoyaiad
uebuequwoabuad
depeyisy WMN
101%8S  1SNQIIIUOY
ueleybuiuad
ueypninmap:

1esesedsew epeday
1paly| Isesleay oasejussiad eAuieybulusyy -

1eyelehseway
ledeoip yepnw BueA isngLisip
wajsis Injejaw uejepowad
sasye

eAuiebuluayy

(avd) yelee( l|sy ueiedepuad eAujexbuius|y -

Hpaly ueinjeAusd exbue eAuieybulusiy -

Iseladoy eyobbue yejwnleAuiesbuiusiy -

Isesadoy yejwnleiuyexbuiusiy -

eAuule| uebuenay ebequia)
elles iselsadoy 1sBuny

uep uelad eluieybulus|y

1eyeledsew
ILIOUOY eyesn
Buosopuaw Mnyun
uebuensay ebequs|
ueuelad uep Isuajod
ueyieybuiluapy-

eAuule)
10}¥Y3s uep eyesn
BlUNP sEjinpold
uep yelaep
Isynpoud Buies eAep
eAuieybuiusw euss
‘leSBE4 ISBlUBII0Ia]

L




-80-

........ eAupninmis)

abed swop/e)sqep) seyljise) eAuepy -

lleybuejeg buejlsy sseq ejeq eAueipssia] -

ueexejsndiad 83 uebunluny exbue eAuiexbuiusiy -
snpnpuad yejuwnl depeyisy

BISO BIpaW Iswinsuoy oisel  eAuiexBuius)y -

ynpnpuad yejwnl depeyio;
uods|e} ueeunfbusy oisel eAujexbuiuayy -

1eyelehsew
ueside| yninjss 16eq yujawis
eledas Buepiq |ebeqiaqip
ueunbuequad Isejuswnyop
uep Isewuojur ueBuief

eAuBuequisyiaq uep eipasiay

JUe] eAuyeInw upjewsg -

Jojsanul depeyls)
ueuedejad uejedsolay eAuibbupy upewsg -

‘wn)ny ueisedey
Mijjwew uep ueledsuel)
‘jeded  ‘yeinw ‘yepnw
Buef eyesn ejunp 16eq
ueulliiad Jnpasoid eAueydioss|

b

eAuure| Jo)yas
uep Mijgnd ueuefejad
‘Byesn eiunp Buepiqip
[SBWIOjul  sasye
uexbuequwabuayp g

sseulelq -

lesed -

yisiequy -

Isebu| -

Iseyjiunwoysla) -

uexisiey -

Iseyodsuel -

leq Isipuoy eAujexbuiusw eyss Bucpas

uep 3ninqg BueA isipuoy ssejuss.ad eAuninuciy

aseulel(
Jesed -
yisieq iy -
1sebu|




-81-

....... eAupninmial 2

Buen. eje} BUBDUSI ISEULIOUI Ysjoladwaul
Bued uejeweoay eAuyeAueq Uujewss

Buen eje} buejus) jexeledsew
uenyejebuad uep isdasied eluiexbuiusy

UBSEMEY DUENI B}E} ELedusl eAUBIPOSIa]

yeke|im buenJ eje} eLieoUS) BAUUBIPSSIS]

uebBuede| Ip uejeejuewlad uebusp Buen. eje}

ueeueOUalad BIBJUE UBIENSSSSY BAUIEPaNIaL

(MY.LY) yehelip
Bueny eje| eueousy Buejus) eplad eAuepy

‘Buens uejeejuewad
wejep uenoe |ebeqgas
ueyeunBbip jedep bBuef
snsnNyy/Njusia} uesemey
uep yehem bBuens eje}
eUBOUSI BAUISESI|EISOSIa)

uepedAuunsnsial’

f—

wnyny uensedaylaq
fued ueyeueylad
uee|o|abuad
euas Buequiss uep
iselas Buek buen.
eje] uexeiydious|y ‘g

ueyedwesiad
eueles ueelpahuad eAuudexbus| ujewss

nelly exnagis) Buens senT eAuuyeAueq uewss

lebuns uepedwss slieb uelepusbuad
Jueuewebuad jexbuny eAulbul} ujewss

(ueweAu
uep 'ueuwe ‘yepuy) yisiag
Iselas Bued uebunybuil
selljisey

eAuiynuadia] -

eAubunynpuad
eueles uep yedwes uebundweuad
jedws)  yejwnp eAuxyelueq upjewss

J1le uelewsouad yexbul ] eAuyepual upewss

ueye| ueyesniay sen eAuuninuall UEWsS
ueneliybuad wejep jexeleAsew

isedisipied jexbuil eAulbbuly upjewss

uebunyBul uelewsduad
uep ueyesniay eAullepusyis|
Bll9s ‘wele ehep
Jaquins seyjeny uep 1sbuny
eleyljowaw jexesedsew
uelepesay  ueyiexbulusy

b

1ueyse| bueh
uebunybul uesemey
eAupnlinmisal /

2

[4

L




-82 -

1exlesiaq Bueh yeuey eAusen| uiyewss

1Byiesliaq
Bued yeuey Buepig edAuyelueq uiewss

yeuey ueyljiuiaday
wnyny sniels eAuse|ar p

nexedssip buek usjedngey| sejeg eAuyequiepag

Inxnisy bued uejewesesy sejeg eAUUEqUENSg

Inxnis) buek ess sejeq yejwinr eAuyequiepag

Bsap
uep uejeweday ‘usjedngey
yeAeyim sejeq uelsedsy ¢

BuenJ eje) eueoual
lep uebuedwiAuad exbue eAuyepual unewss

Buenu
eje) buejus) yessep ueinjelad
depeyla) jeyelehAsew
uelepessy eAupninmis] ¢




......... m>cwmxmc_cm_>_ c

ellay
eisn ynpnpuad yejwnl depeyss) uejdwe.is}sy
ueyipipuad efequa] oisey eAuiexbulusiy

(S7d) yejoyas Jen| uejdwelsay
Mipipdal elewsal 1susiadwoy eluieybulusip

‘1dwelss) ebeusy
-ebeus) eAuyequelag

Sa

Jesed
ueejuiwiad uebusp
irensasbueh eliay
ebeus) ueyningay
ueynusuwsad
eAupninmis | 7

ueeyeisndiad
o) uebunfuny eybuy eAuiexBulusy

SEIEY
uebuens uep punw yejunl onel eAuieqBuIU

Uejoxas Iseylligeyal BUSS gid uep (gOnN) nieg
Bunpab jun unbueqis) yejwnre eAuiexbulusiy

‘ueyipipuad
BUBIES UBp eueleseud

yejwnl  eAuyequweisag ¢

Jefebuad

ebeus) esed ueyipipuad bBuelusf ssejussiad

Jelebuad ebeus)

uebusp punw yegjwnl oisey eAuieybuiusiy

SElE 81  d11S jewE]
Bueh npnpuad Isisodwoy eAuieybulusy

(INdV) luinpy 1sedisiied exbuy eAuieybulusy

Jesey Isedisiied exbuy eAuieybuiusy

sejlienyJaq buek
Alpip epesad uep yipipusd
ebeus) yejwnl eAuieybuiusyy |

‘ueipipuad
seyueny uep
seyjljeny ueyeybuiusd
eAupnlinmiaj] |

€

c

L

ueleyasay uep ue|idwela}ay] ‘UBYIpIpUSd SEHIUBNY| UBP SEYIENY ueMiesBulus|y @ ¢ IS




-84 -

“eAuyequienag g

1eyas uep yisiaq dnpiy nyjejuad eAuiexbulusiy
Bueiny 1z16 e)jeg snsey eAuunINuUapy

3yning 1z16 eyjeg snsey eAuuninusiy

dnpiy uedesey exbuy eAuiexBuius |y

(IMv) dnpiy uesiye|a

000°001 Jad ngl ueneway exbuy eAuuninuaiy

(Vawyv) eljeq
0001 Jad eiujeq ueneway exbuy eAUUNINUB

(SgHd) 1eyss
uep yisiaqg dnpiy nxejuad ‘|

[EISOS Ueela)lyelasay
uep uejeyasay
1elelop uejeybuluad
eAupninmia | ¢

(8¥v) dnpiy ueliyeja
0001 Jod 1Aeq uenewsay exbuy eAuuninuaiy

eselynfun snsey eAuuninusiy

ueyobowad eybue eAUUNINUBIA

ellay ebeus) yedn ueewneuad eAuiesbulus|y

uee(lexebeus)oy

uelebbue|ad eYbuy eAUUNINUBIA

ellayad ueobowad exbuy eAuuninua|y

ueeyesniad
uep yning elejue siuoulley

Bueh uebungny eAupninmia] ‘¢

ellay uebungny wejep (JoAo uiny)
ellay ebeus) ynsew Jen|ay exbuy eAuuninualp

yne|ip bueh eliey ebeus) yejwnpe eAuiesbuiusiy

ueynejad isuanyal) yejuwnr eAuiexbuiusiy

nieq eliay
uejedwasay uesenpad exbuy eAuieybuiusiy

elley ebeus) uedeiahuad exbuy eAuieybulusiy

‘lepewau Buek
ueyipipuad je)bun uebuap
puew uep BuieseAepiaq
‘Ipnpoud BueA eliay ebeus)

yejwnl eAuiesbutuapy ‘g

€

G




-85-

v ISIN

ueyejullswad welep
uendwaiad ueleqiiaiey yejwnl eAuuiesbuiusiy

ueselayay uep
|BISOS ‘eueduaq buepiq ueuebueuad uejedaley
uep uejedsosy iexbun eAuIBBUl uyEWSS

upsiw Jied exbuy eAuuninuaiy

jeyss esap yejwnp eAuiebuiusiy

WM ueelasaday eAuiebuius|y

1eseleAsew [e1sos
ueelsiyelasay eAuiesbuiusiy ¢

nisnd yejunr eAuieybuiusiy

sewsaysnd yejunp eAuieybuiusiy

ynpnpuad 000 | Jod uepiq yejwnr eAuieybuiusip

ynpnpuad
000 Jad sipsw esed yejunp eAuieybuiusiy

ynpnpuad 0oQ | Jad Japjop yejunp eAuyeyBuius|y

eselq Jen| ueipelay Iseuljiwg

upjsiw npnpuad 1exbun exbue
depeyls) uejeyssay ueueielad eAulexBuiusiy

1eyeleAsew
uejeyasay ueuehe|ad
eueleseld Uep eueles ‘sipawl
ebeus) yejwnleduyequepsg 'z

g

¢




-86-

(uenpebuad jeins yejunf) ueunbuequiad
lIsey-jisey uep ueeuesyelad depeyis)
JexeleAsew jonuoy yexbul | eAuibbuy uyewsg

‘ueunbuequiad
ueeuesxejed uesemebuad wejep jeqie) BueA
exeledsew ebequa| eAuusehueq unewssg

‘ueunbuequiad
[ISey ueMjeejuBWAW B}IBS
ueeuesye|ad 1semebuaw
welep jexeiedsew ebequis)
eAuisbunpiaq uep uesadiag

(yetse(q

) eieBau ueibniay yejwnp eAuyepusi upewag

‘ueunbuequisd wejep
1eyeledsew juinw ekepems eAuieybuiuapy

ueunbuequwad
welep jeyeledsew |sedisined eAuiexbuiusiy

ueunbuequiad
euep ueeunbye|efusd
eAubueinyiagq
Bllas ueunbuequad
IsiBusw weep jeseieksew
ehAepems ehujeyBuiuspy

)

ueunbuequad
wejep 1eyeleisew
uesemebusd
uep Isedisiled
eAupninmis] |

3

é

|

yelsep ueunbuequad uejeibay wejep jexeledsew uesemebusd uep Isedisied ueyiexBuiusyy ISIN




